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ABSTRACT 

 

 

ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW AGAINST PERPETRATORS OF 

ILLEGAL CIRCULATION OF DANGEROUS SKINCARE PRODUCTS 

 

 

By 

 

Dewi Fajar Maharani Hartawan 

Skincare products circulated to the public should ideally meet quality and safety 

standards that do not endanger users' health. However, the reality shows that 

there is still a significant amount of skincare containing harmful substances in 

Indonesia. Therefore, a legal enforcement mechanism is implemented to protect 

the public. The issues addressed are: (1) How is the criminal law enforced against 

perpetrators of the illegal circulation of dangerous skincare products? (2) What 

are the factors hindering the enforcement of criminal law against perpetrators of 

the illegal circulation of dangerous skincare products? This research uses a 

normative juridical approach and an empirical approach.  

The sources include investigators from the Lampung Regional Police, judges from 

the Tanjung Karang District Court, and faculty members from the Criminal Law 

Department at the University of Lampung. Data collection was conducted through 

literature review and field studies, with qualitative analysis.  

The results of this research indicate that: (1) The enforcement of criminal law 

against perpetrators of the illegal circulation of dangerous skincare products is 

carried out by law enforcement authorities according to the criminal justice 

system, namely the Police, the Prosecutor's Office, and the Courts. Law 

enforcement by the Police includes conducting investigations and inquiries, as 

well as forwarding suspects and evidence to the Prosecutor's Office. The 

Prosecutor's Office enforces the law by preparing indictments and prosecuting 

through the Public Prosecutor. Enforcement by the Courts is executed by judges 

who impose prison sentences and fines on offenders. (2) The factors hindering the 

enforcement of criminal law against perpetrators of the illegal circulation of 

dangerous skincare products include law enforcement factors, such as the limited 

capability of law enforcement personnel to detect or identify illegal online 

circulation of harmful skincare products. Infrastructure factors relate to the rapid 
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advancement of communication and information technology, which facilitates the 

online distribution of dangerous skincare. Societal factors include the low 

awareness among women regarding the negative impacts of using harmful 

skincare products on health. Cultural factors involve a shift in societal values, 

particularly among women, who consider skincare and cosmetics essential for 

appearance and social interaction.  

Recommendations from this research include: (1) Law enforcement against 

perpetrators of the illegal circulation of dangerous skincare products should be 

optimized by law enforcement authorities, particularly in terms of prosecution 

and sentencing. This is crucial for deterring offenders and minimizing the 

circulation of harmful skincare products. (2) Law enforcement authorities and 

related agencies should enhance monitoring of businesses distributing dangerous  

skincare products via social media. Additionally, it is essential to increase public  

awareness regarding the negative health impacts of using harmful skincare 

products.  

 

Keywords: Law Enforcement, Criminal Offense, Dangerous Skincare. 
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ABSTRAK 

 

 

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA 

PEREDARAN BAHAN SKINCARE YANG BERBAHAYA 

 

 

Oleh 

 

DEWI FAJAR MAHARANI HARTAWAN 

 

Produk skincare yang diedarkan kepada masyarakat idealnya telah memenuhi 

standar mutu dan kualitas yang tidak membahayakan kesehatan para pengunanya, 

akan tetapi pada kenyataan yang terjadi masih banyak peredaran skincare yang 

mengandung bahan berbahaya di Indonesia, oleh karena ini dilaksanakan 

mekanisme penegakan hukum dalam rangka memberikan perlindungan kepada 

masyarakat. Permasalahan: (1) Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap 

pelaku tindak pidana peredaran bahan skincare yang berbahaya? (2) Apakah 

faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana 

peredaran bahan skincare yang berbahaya? 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. 

Narasumber terdiri dari Penyidik Kepolisian Daerah Lampung, Hakim Pengadilan 

Negeri Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. 

Pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan. Data dianalisis 

secara kualitatif.  

 

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan: (1) Penegakan hukum pidana 

terhadap pelaku tindak pidana peredaran bahan skincare yang berbahaya 

dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana, 

yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Penegakan hukum oleh Kepolisian 

dilakukan dengan melakukan penyelidikian dan penyidikan serta melimpahkan 

tersangka serta barang bukti ke Kejaksaan. Penegakan hukum oleh Kejaksaan 

dilakukan dengan penyusunan dakwaaan dan penuntutan oleh Jaksa Penuntut 

Umum. Penegakan hukum oleh Pengadilan dilaksanakan hakim dengan 

menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap pelaku. (2) Faktor-faktor 

penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran 

bahan skincare yang berbahaya terdiri dari faktor penegak hukum, yaitu masih 

terbatasnya aparat penegak hukum dalam mendeteksi atau mengindentifikasi 

adanya tindak pidana peredaran bahan skincare yang berbahaya yang dilakukan  
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oleh para pelaku secara online. Faktor sarana prasarana yaitu kemajuan media 

komunikasi dan informasi yang semakin modern sehingga peredaran skincare 

yang mengandung bahan berbahaya dapat mudah dilakukan secara online. Faktor 

masyarakat yaitu rendahnya pengetahuan kaum wanita terhadap dampak negatif 

penggunaan skincare yang mengandung bahan berbahaya terhadap kesehatan. 

Faktor budaya yaitu terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya dalam kehidupan 

masyarakat, khususnya kaum wanita yang menganggap bahwa penggunaan 

skincare dan kosmetika menjadi kebutuhan dalam penampilan dan pergaulan 

sehari-hari. 

 

 

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak 

pidana peredaran bahan skincare yang berbahaya hendaknya lebih dioptimalkan 

oleh aparat penegak hukum, khususnya pada aspek penuntutan dan penjatuhan 

pidana terhadap pelaku. Hal ini penting dilakukan dalam rangka memberikan efek 

jera kepada pelaku dan sebagai upaya mencegah agar peredaran bahan skincare 

yang berbahaya dapat diminimalisasi. (2) Aparat penegak hukum dan instansi 

terkait agar melakukan pengawasan pelaku usaha dalam mengedarkan bahan 

skincare yang berbahaya melalui media sosial. Selain itu hendaknya dilaksanakan 

dan ditingkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak negatif bagi 

kesehatan akibat penggunaan skincare yang mengandung bahan berbahaya. 

 

 

Kata Kunci:  Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Skincare Berbahaya. 
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MOTTO 

 

“Sometimes good things fall apart, so better things can fall together”. 

( Marilyn Monroe ) 

 

الْوَكِيْلُُ وَنعِْمَُ اٰللُُّ حَسْبُنَا  

“CukuplahُAllahُ(menjadiُpenolong)ُbagiُkamiُdanُDiaُsebaik-baikُpelindung.” 

(Q.S. Ali Imran : 173) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Produk pe lrawatan kulilt atau yang bilasa di lse lbut delngan ski lncarel saat ilni l sangat 

populelr di l kalangan wanilta. Tildak dapat di lpungki lril bahwa se lti lap wanilta i lngiln 

tampill cantilk dan selmpurna mulail daril pakailan, rilasan wajah hilngga kulilt putilh 

be lrsi lh, hal ilni l melmbuat banyak wanilta se lmakiln gelncar melrawat dilri lnya mulail 

daril ujung kelpala hilngga ujung kakil. Fe lnomelna yang telrjadil dil masyarakat adalah 

tildak hanya pelre lmpuan delngan elkonomi l cukup saja yang ilngi ln tampill cantilk, 

akan teltapil se lmua pelre lmpuan, bailk daril kalangan elkonomil bawah maupun 

melne lngah, ilngi ln tampill cantilk.  

 

Fe lnomelna yang te lrjadil di l masyarakat telrse lbut di lmanfaatkan olelh pe llaku usaha 

bi ldang kelcantilkan untuk melndapatkan ke luntungan delngan melmbuat skilncare l 

de lngan bahan yang lelbilh murah, selhi lngga skilncare l yang dilpasarkan olelh 

pe lngusaha telrse lbut dapat dilbandilngkan de lngan harga pasaran skilncare l se ljelni lsnya 

de lngan harga yang lelbi lh melnguntungkan, dan para pelngusaha dapat melmpelrolelh 

ke luntungan yang banyak. Pelnge lrtilan dari l skilncare l i ltu se lndilri l adalah rangkailan 

ke lgiltan yang belrtujuan untuk melmbuat kulilt agar nampak lelbilh se lhat, 
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melni lngkatkan tampillan selrta melmpelrbai lki l keladaan kulilt.1 Be lbelrapa rangkailan 

ski lncarel atau pelrawatan kulilt pada umumnya adalah clelanse lr, facilal wash, tone lr, 

kri lm pellelmbab, selrum dan sunscrele ln.2 Skilncare l dapat dapat melmbelrsi lhkan, 

melle lmbabkan, melnghaluskan, mellilndungi l, melnutri lsi l, dan melnce lgah elfe lk 

be lrbahaya akilbat paparan silnar mataharil be lrlelbi lhan. 

 

Maraknya produk skilncare l yang be lre ldar di l meldi la sosi lal melmbuat banyak 

konsume ln yang mudah telrgi lur olelh ilklan-i lklan yang melnjanjilkan bahawa produk 

telrse lbut akan langsung melmutilhkan dan melncelrahkan kulilt, padahal produk 

ski lncarel melmbutuhkan waktu untuk belke lrja dan melncapail hasill. Tak jarang pula 

pe llaku usaha produk skilncare l melmasukan bahan-bahan belrbahaya selpelrtil 

melre lkuri l pada produknya. 

 

Ke li lngilnan konsumeln untuk melndapatkan hasi ll yang ilnstan delngan prose ls yang 

celpat melnjadilkan salah satu alasan maraknya ski lncarel non-BPOM di l Ilndone lsi la. 

De lfi lnilsi l dari l ski lncare l non-BPOM i ltu se lndi lril i lalah Skilncare l atau meldi la kosmelti lk 

yang bellum layak selrta bellum pantas untuk dile ldarkan pada masyarakat umum 

karna bellum melmelnuhi l standar selrta ke llayakan mutu. Banyaknya produk skilncarel 

yang diljual dilpasaran Ilndonelsi la khususnya bagil daelrah Bandar Lampung ilni l juga 

banyak melnjual skilncarel yang delngan melngatasnamakan melre lk atau produk 

kosme ltilk telrnama yang telrdaftar dalam BPOM, de lngan me lnawarkan harga yang 

lelbi lh murah di lbandilngkan delngan produk asli lnya ilni llah yang melmbuat 

masyarakat khususnya kaum hawa melnjadi l telrtarilk untuk melmbelli lnya.  

 
1 Bahrotul Dwi Safitri, Ahmad Syahrizal, and Ogi Saputra. "Pengaruh Literasi Halal, Dan Tingkat 

Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Skincare." Journal of Islamic Economics and 

Finance Vol. 1, No. 4 Tahun 2023, hlm 4. 
2 Adira Rahmawaty. "Peran Perawatan Kulit (Skincare) yang Dapat Merawat atau Merusak Skin 

Barrier." Berkala Ilmiah Mahasiswa Farmasi Indonesia Vol. 7 No.1 Tahun 2020, hlm 6. 
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Tanggung jawab produk melrupakan tanggung jawab pe lngelcelr atau produse ln atas 

suatu produk yang tellah dilpasarkan kel dalam pelreldaran yang melnyelbabkan atau 

melni lmbulkan kelrugilan karelna cacat yang ada pada produk telrse lbut. Pelnggunaan 

bahan belrbahaya dalam produk dapat me lngakilbatkan kelrugi lan pada konsumeln, 

hal ilni l juga dilse lbabkan olelh ke lti ldaktahuan konsume ln telrhadap jelni ls-jelni ls bahan 

be lrbahaya yang ada.3 Salah satu zat belrbahaya yang selri lng telrdapat dalam bahan 

ski lncarel pada umumnya adalah melre lkuri l. Banyaknya kandungan zat belrbahaya 

yang telrdapat dalam kandungan skilncarel di lantaranya yang palilng selri lng dilde lngar 

I lni l adalah hildrokui lnon, asam relti lnoat, dan melrelkuri l. Daril kelti lga zat belrbahaya 

di latas Melrcury melnjadil salah satu kandungan yang selri lng diltelmukan dil produk 

non-BPOM atau Badan Pelngawas Obat dan Makanan.  

 

Konsume ln bi lasanya tildak te lrlalu melne lliltil suatu produk se lbe llum melmbe llilnya, hal 

i lnil juga melnjadil salah satu alasan melngapa masilh be lre ldarnya skilncarel i lle lgal selrta 

be lrbahaya dil pasaran. ski lncarel i lle lgal bilasanya be lreldar di l pasar-pasar tradilsi lonal 

atau dil ki los-ki los ke lcill, bahkan mellaluil onlilne l shop yang se ldang belrkelmbang saat 

i lnil. Konsume ln bi lasanya melmi llilh untuk me lmbellil di l te lmpat-telmpat telrse lbut karelna 

di langgap lelbi lh mudah diljangkau selrta dapat melmpe lrolelh harga yang lelbilh murah 

daril pada drugstore l telrpe lrcaya atau Offilcilal Storel-nya.  

 

Aki lbat daril le lmahnya pelne lgakan dan pe lngawasan telrhadap standar mutu dan 

kualiltas daril suatu produk kosmelti lk dan skilncare l i lnil posi lsi l konsumeln se lbagail 

pe lngguna pun melnjadil di lrugilkan bailk se lcara kelse lhatan filsi lk maupun se lcara 

e lkonomil (fi lnancilal) nya. Se lhi lngga banyak telrjadil kasus suatu produk kosme lti lk 

 
3 Abuyazid Bustomi, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen. Vol. 16, No. 

2 Tahun 2018, hlm. 159. 
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dan skilncare l yang di lbelli l masyarakat delngan tujuan untuk melndapatkan hasill akhi lr 

yang se lmpurna namun hasillnya akhilrnya justru se lbalilknya. Se lrta melngaki lbatkan 

ke lrugilan bagil konsume ln ski lncarel. 

 

Se lhubungan delngan pelsat nya pelrke lmbangan dunila di lgiltal, banyak pellaku usaha 

ski lncarel de lngan mudah melmpelrjual bellilkan produk nya dil marke lt placel se lpe lrtil 

Ti lktokShop, Shopelel, Ilnstagram maupun Facelbok. Delngan adanya kelmudahan 

akse ls telrse lbut melmbuat para konsumeln kurang tellilti l untuk melmbelli l produk 

ski lncarel yang akan dilbelli lnya. Seltilap kosmelti lka atau skilncare l yang akan 

di leldarkan dil wi llayah Ilndonelsi la harus melmilli lkil i lziln e ldar be lrupa nomor notilfilkasi l 

yang di ltelrbi ltkan olelh Badan POM, se lbagailmana dilatur dalam Pasal 106 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 telntang Kelse lhatan.  

 

Noti lfilkasi l kosmelti lk dilatur dalam Pelraturan Melntelri l Kelse lhatan Relpublilk 

I lndone lsi la Nomor 1176/Melnke ls/Pe lr/VIlIlIl/2010 telntang Notilfi lkasi l Kosme ltilk. 

Pe lngajuan ilziln eldar kosme ltilka dillakukan se lcara onlilne l delngan melngi lsi l telmplatel 

notilfi lkasi l mellaluil si lste lm Notilfkos. Nomor ilzi ln eldar atau nomor notilfi lkasi l yang 

di lpelrole lh olelh pe lmohon notilfi lkasi l be lrlaku untuk jangka waktu 3 (tilga) tahun. 

De lngan adanya notilfi lkasi l melnandakan bahwa kosme ltilk te lre lbut sudah telrdaftar dil 

BPOM dan layak untuk di lpe lrjualbelli lkan.4 Pe llaku usaha dil dalam melnjalankan 

ke lgilatan usahanya harus sellalu melngutamakan keljujuran, dan keltelrbukaan, pellaku 

usaha harus mampu melmbe lrilkan i lnformasi l se lcara belnar, je llas, dan jujur se lrta 

transparan melngelnai l kondilsi l dan jamilnan barang dan/atau jasa yang 

 
4 Direktorat Registrasi Obat Tradisional Badan POM. Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, AZ 

Notifikasi Kosmetika di Indonesia. Fundamental Jilid 1, 2020, .hlm. 1. 
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di lpelrdagangkan belrdasarkan keltelntuan standar mutu barang yang keltelntuannya 

tellah dilatur se lcara jellas dil dalam pelraturan pe lrundang-undangan yang belrlaku.  

 

Pe llaku usaha melnurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

telntang Pe lrlilndungan Konsume ln adalah se lti lap orang pelrorangan atau badan 

usaha, bailk yang belrbe lntuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang 

di ldilri lkan dan belrkeldudukan atau mellakukan kelgi latan dalam willayah hukum 

ne lgara Relpubulilk Ilndone lsi la, bailk se lndi lril maupun belrsama-sama mellaluil 

pe lrjanjilan melnye llelnggarakan kelgilatan usaha dalam belrbagail bildang e lkonomil. 

Me lnurut Pe lnjellasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Pe lrlilndungan Konsume ln 

pe llaku usaha yang telrmasuk dalam pelnge lrtilan telrse lbut mellilputi l pelrusahaan, 

korporasi l, BUMN, kope lrasi l, i lmportilr, peldagang, dilstri lbutor dan lailn-lailn.5 

 

Se lbagail contoh pada kasus putusan pelrkara Nomor. 418/Pild.Sus/2023/PN.Tjk. 

Bahwasanya pellaku dil dakwa delngan Pasal 106 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 te lntang Ke lse lhatan. dr. Ame lli lca Oksarilani l, melrupakan 

pe lmillilk klilni lk kelcantilkan Amora Skiln Clilni lc yang ada seljak Novelmbe lr 2022, 

Bahwa telrdakwa me lnjual kosmeltilk di l  Amora Ski ln Cli lni lc millilknya yang 

di llakukan delngan cara melmbellil se lcara onlilne l mellaluil marke lt placel shopele l dan 

sale ls fre le llancel ke lmudi lan kelmasan kosme ltilk yang di lbelli l telrse lbut di lgantil de lngan 

labell sti lkelr de lngan nama Amellilca, tujuan telrdakwa melnggantil labell ke lmasan 

produk aslilnya delngan labell melre lk selndi lri l adalah untuk melndapatkan 

ke lpelrcayaan konsumeln kelti lka melndapatkan relse lp atau melmbelli l produk 

ke lcantilkan di l Amora Ski ln Cli lnilc. Noti lfi lkasi l i lziln e ldar mellelkat pada brand/melre lk 

 
5 Wibowo T. Tunardy, S.H., M.Kn.,Pengertian pelaku usaha, http://jurnalhukum.com/pengertian-

pelaku-usaha/ diakses pada Tanggal 18 Maret 2024, Pukul 21.00 WIB. 

http://jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/
http://jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/
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kosme ltilk yang dildaftarkan kel BPOM Re lpublilk I lndone lsi la, dan tildak di lbelnarkan 

melnggunakan labell baru pada kosme ltilk lailn yang sudah le lbi lh dahulu me lmillilki l 

notilfi lkasi l ilziln e ldar daril BPOM Re lpublilk Ilndonelsi la karelna pelngawasannya akan 

lelbi lh suli lt dan tildak ada jamilnan akan mutu dan kelmanan produk yang 

be lrsangkutan. Telrdakwa me lnjual kosme ltilk ke lpada konsumeln atau pasile lnnya 

se lcara onlilne l me llaluil marke lt placel shope le l de lngan akun amoraprocosme lti lcs dan 

mellaluil Me ldi la Sosi lal Ilnstagram delngan akun amoraskilnclilni lc. Telrdakwa dilpi ldana 

pe lnjara sellama 1 (satu) bulan dan delnda se lbelsar Rp. 5.000.000,00 (lilma juta 

rupi lah) delngan keltelntuan apabilla delnda telrse lbut tildak dilbayar maka dilgantil 

de lngan pildana kurungan sellama 1 (satu) bulan.6 

 

Se llailn i ltu kasus ski lncarel be lrbahaya ilnil pun di lalamil ole lh Se lorang pelngguna 

TilkTok, E lxell_Fri lzqila me lmbagilkan pelngalamannya melnggunakan krilm me lrelk 

HN. Mulanya, dila melnye lbut bahwa krilm i ltu melmbuat wajahnya belrsi lnar, mulus, 

dan be lrsi lh se llama melngonsumsi lnya pada 2016-2019. Be lgiltu be lrhe lntil, di la 

melngaku wajahnya langsung melngalamil bre lakout, kondilsi l di l mana kuli lt wajah 

melngalamil ilri ltasil, kelme lrahan, dan belrjelrawat. Namun krilm-krilm iltu nyatanya 

masilh di ljual belbas dan laku. Belbelrapa toko darilng me lngklailm produknya "aman" 

de lngan elmbell-elmbe ll "orilgi lnal" dan "belrse lrtilfi lkat ujil lab". Bahkan ada pula yang 

melngklailm produk iltu telrdaftar dil BPOM, melski l pe lngumuman relsmi l daril BPOM 

melnyatakan selbalilknya.7 Pe lnilndakan te lrhadap pelre ldaran kosmeltilkُ “harusُ

di llakukan selcara melnye lluruh”,ُ melli lbatkan Kelme lntelrilan Pe lrilndustri lan, 

 
6https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee48a843e865609e5a313631363432.

html, Diakses pada tanggal 26 Maret 2024, Pukul 17.50 WIB 
7 BBC News Inonesia. Kosmetik Bermerkuri 'Ilegal' Dan 'Berbahaya' Masih Beredar Di 

Lokapasar, Mengapa Sulit Diberantas? https://www.bbc.com/indonesia/articles/cld306gyw9ro. 

Diakses pada, Tanggal 27 Maret 2024, Pukul 19.20 WIB 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee48a843e865609e5a313631363432.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee48a843e865609e5a313631363432.html
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Ke lmelnte lrilan Pe lrdagangan, Kelme lntelri lan Komi lnfo, dan Polri l untuk melngawasi l 

mulail daril pe lreldaran bahan baku hilngga pe lnjualannya. 

 

Se lolah melnutup mata pada kelbe lnaran bukannya melnghilndar daril ski lncare l non-

BPOM yang be lrpe lluang belsar dapat melrusak jarilngan kulilt, masyarakat Ilndone lsi la 

khususnya kaum wanilta masilh saja telrgi lur melnggunakannya walau tellah banyak 

pe lrilngatan selrta anjuran untuk tildak melnggunakan produk non-BPOM yang akan 

melrugi lkan dan belrdampak buruk bagil ke lse lhatan melre lka. Me lndapatkan kulilt 

wajah yang putilh, mulus dan glowilng de lngan harga yang telrjangkau dan dalam 

jangka waktu yang silngkat melmbuat kilta se lakan tutup mata delngan se lgala relsi lko 

dan bahaya yang ada. 

 

Me lluasnya pelre ldaran produk skilncare l be lrbahaya ilni l melnunjukkan masilh 

lelmahnya pelrlilndungan bagil konsume ln. Padahal, Undang-Undang Pelrlilndungan 

Konsume ln Nomor 8 Tahun 1999 te llah me lngatur hak-hak konsumeln se lrta 

ke lwajilban produse ln dalam melnjamiln ke lamanan produk. Lelmahnya pelngawasan 

olelh re lgulator dan kurangnya kelsadaran masyarakat melnjadil pelnye lbab masilh 

banyaknya produk skilncarel be lrbahaya belre ldar. Olelh karelna iltu, Pelme lrilntah pelrlu 

melngopti lmalkan pelngawasan dan melmbe lrilkan sanksil telgas bagil pellaku usaha 

yang melmproduksi l dan melnge ldarkan produk skilncare l belrbahaya. Dil si lsi l lailn, 

konsume ln harus le lbi lh celrmat dan tellilti l dalam melmi llilh produk ski lncare l de lngan 

melmpe lrhatilkan komposilsi l dan le lgaliltasnya. De lngan cara ilni l di lharapkan 

ke lse llamatan dan kelse lhatan konsumeln pe lngguna produk skilncare l dapat telrjamiln.  

 

Be lreldarnya skilncare l yang melngandung bahan belrbahaya selrta pelnelgakan hukum 

yang tildak telgas melnyelbabkan pellaku usaha melrasa tildak jelra untuk melnge ldarkan 
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ski lncarel yang me lngandung bahan belrbahaya se lrta tildak melngandung i lziln e ldar 

i lnil. De lnda yang ti ldak telrlalu dilbe lratkan ke lpada pellaku usaha juga melmbuat 

pe lnelgakan hukum tildak diltakutil ole lh para pe llaku usaha.  

 

Be lrdasarkan urailan dil atas, pelnulils telrtarilk untuk mellakuilkan pelne llilti lan dan 

melngkajil suatu pelrmasalahan dalam belntuk skri lpsi l yang belrjudulُ “Pelnelgakan 

Hukum Pi ldana Telrhadap Pellaku Tilndak Pi ldana Pelreldaran Bahan Skilncare l Yang 

Be lrbahaya”. 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian  

 

1. Permasalahan 

 

Be lrdasarkan urailan latar bellakang masalah maka pelrmasalahan dalam pe lnelli ltilan 

i lnil adalah selbagail belri lkut: 

a. Bagailmanakah pelnelgakan hukum pi ldana telrhadap pe llaku tilndak pi ldana 

pe lreldaran bahan skilncare l yang belrbahaya? 

b. Apakah faktor-faktor pelnghambat pelne lgakan hukum pildana telrhadap pellaku 

tilndak pi ldana pelreldaran bahan skilncare l yang belrbahaya? 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lilngkup illmu dalam pelnelli ltilan ilni l adalah illmu hukum pildana, delngan 

kajilan melnge lnail pe lnelgakan hukum pildana telrhadap pellaku tilndak pi ldana 

pe lreldaran bahan skilncare l yang belrbahaya dan faktor-faktor pelnghambat 

pe lnelgakan hukum pildana telrhadap pellaku tilndak pildana pelreldaran bahan skilncarel 

yang belrbahaya. Ruang Lilngkup Lokasil adalah pada Kelpoli lsi lan Daelrah Lampung 

dan waktu pelne lliltilan di llaksanakan pada Tahun 2024. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan pelnelli ltilan pelne lliltilan i lnil adalah selbagail be lrilkut: 

a. Untuk melnge ltahuil pelnelgakan hukum pildana telrhadap pellaku tilndak pildana 

pe lreldaran bahan skilncare l yang belrbahaya 

b. Untuk melnge ltahuil faktor-faktor pelnghambat pelne lgakan hukum pildana 

telrhadap pellaku tilndak pildana pelre ldaran bahan skilncare l yang belrbahaya 

 

2. Kegunaan Penelitian 

 

Ke lgunaan pelnelli ltilan ilni l melncakup kelgunaan telori ltils dan praktils: 

a. Ke lgunaan telorilti ls 

Hasi ll pe lnelli ltilan ilni l di lharapkan dapat melnjadil bahan kajilan i llmu 

pe lngeltahuan hukum, khususnya di l wi llayah hukum pildana, dalam 

melmbe lrilkan pe lnjellasan melngelnai l pe lnelgakan hukum pildana telrhadap pellaku 

tilndak pi ldana pelngeldaran skilncare l yang melngandung bahan belrbahaya. 

b. Ke lgunaan Praktils  

Hasi ll pe lnelli ltilan i lni l di lharapkan dapat be lrmanfaat bagil aparat pelnelgak 

hukum dan ilnstansi l telrkailt dalam mellaksanakan prosels pe lnelgakan hukum 

pi ldana telrhadap pellaku tilndak pildana pe lre ldaran bahan skilncare l yang 

be lrbahaya. Sellailn i ltu dilharapkan belrmanfaat bagil pelne llilti l sellanjutnya yang 

akan mellakukan pelnelli ltilan delngan kajilan melnge lnail pelne lgakan hukum dil 

masa yang akan datang. 
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual  

 

1. Kerangka Teoritis 

Ke lrangka telorilti ls adalah abstraksil hasi ll pe lmilki lran atau kelrangka acuan atau dasar 

yang relle lvan untuk pellaksanaan pelne llilti lan hukum8. Be lrdasarkan delfilni lsi l telrse lbut 

maka kelrangka telori ltils yang di lgunakan dalam pelnelli ltilan ilni l adalah:  

 

a. Pe lne lgakan Hukum Pildana 

Pe lne lgakan hukum pildana adalah si lstelm be lkelrja atau belrfungsi lnya aparat pelne lgak 

hukum dalam melnjalankan fungsil/kelwe lnangannya masilng-masilng di l bi ldang 

pe lnelgakan hukum (ilntelgraliltas fungsi lonal). Pelne lgakan hukum selbagail suatu 

prose ls yang dapat melnjamiln kelpastilan hukum, keltelrtilban dan pelrli lndungan 

hukum delngan me lnjaga kelse llarasan, ke lse lilmbangan dan kelse lrasilan antara 

moraliltas silpi ll yang dildasarkan olelh ni llail-nillail aktual dil dalam masyarakat 

be lradab. Se lbagail suatu prose ls ke lgi latan yang mellilputi l belrbagail pi lhak telrmasuk 

masyarakat dalam kelrangka pelncapailan tujuan, adalah melrupakan kelharusan 

untuk mellilhat pelne lgakan hukum pildana se lbagail suatu silste lm pelradillan pildana9  

Pe lne lgakan hukum pildana adalah suatu usaha untuk melwujudkan i ldel-i lde l telntang 

ke ladillan dalam hukum pi ldana dalam kelpastilan hukum dan ke lmanfaatan sosi lal 

melnjadil ke lnyataan hukum dalam kelpasti lan hukum dan kelmanfaatan sosilal 

melnjadil ke lnyataan hukum dalam seltilap hubungan hukum.10 Pe lnelgakan hukum i ltu 

kurang lelbilh me lrupakan upaya yang dillakukan untuk melnjadilkan hukum, bailk 

 
8 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.72 
9 Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

1996, hlm. 75. 
10 Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hlm.15. 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1444550141364125341&postID=7675237931873732779#_ftn37
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dalam artil formill yang se lmpilt maupun artil matelri lill yang luas, se lbagail peldoman 

pri llaku dalam seltilap pelrbuatan hukum, bailk olelh para subyelk hukum yang 

be lrsangkutan maupun olelh aparatur pelne lgakan hukum yang relsmi l dilbe lril tugas 

dan kelwe lnangan olelh undang-undang untuk melnjamiln be lrfungsi lnya norma-

norma hukum yang belrlaku dalam kelhildupan belrmasyarakat dan belrnelgara.11 

Pe lne lgakan hukum pildana melnurut Barda Nawawil Ari lf se lbagail upaya atau 

ke lbiljakan untuk mellakukan pelncelgahan keljahatan telrmasuk bildang kelbi ljakan 

kri lmilnal (crilmi lnal poli lcy). Kelbi ljakan kri lmilnal ilni l pun ti ldak te lrlelpas daril 

ke lbiljakan yang lelbi lh luas yailtu kelbi ljakan sosi lal (socilal polilcy), yang telrdi lri l daril 

ke lbiljakan/ upaya untuk kelseljahtelraan sosi lal (soci lal we llfarel poli lcy) dan 

ke lbiljakan/upaya- untuk pelrlilndungan masyarakat (socilal delfelncel polilcy). Delngan 

de lmilki lan, selki lranya kelbiljakan pelnanggulangan keljahatan poliltilk kri lmilnal 

di llakukan delngan melnggunakan sarana pe lnal atau hukum pildana maka kelbiljakan 

hukum pildana (pelnal polilcy), khususnya pada tahap kelbiljakan yudilkatilf atau 

aplilkatilf pe lne lgakan hukum pildana i ln concre lto, harus me lmpelrhatilkan dan 

melngarah pada telrcapailnya tujuan daril ke lbiljakan sosi lal i ltu belrupa soci lal we llfarel 

dan socilal de lfelncel.12 

Pe lncelgahan dan pelnanggulangan keljahatan harus melnunjang tujuan (goal) 

ke lse ljahtelraan masyarakat (socilal wellfare l) dan pelrlilndungan masyarakat (socilal 

de lfelncel). Ape lk soci lal we llfarel dan soci lal de lfelncel sangat pe lntilng dalam aspelk 

ke lse ljahtelraan dan pelrlilndungan masyarakat yang belrsi lfat ilmmatelri lal telrutama 

ni llail atau kelpelrcayaan atau kelbe lnaran atau ke ljujuran atau keladillan. Pelnce lgahan 

 
11 Teguh Prasetyo. Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm.21. 
12 Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan 

Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti. Bandung. 2010, hlm.77. 
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dan pelnanggulangan keljahatan dillakukan delngan pelnde lkatan ilntelgral dan 

ke lse lilmbangan sarana pelnal dan non pelnal di llilhat daril poli ltilk kri lmilnal. Ke lbiljakan 

palilng stratelgi ls me llaluil sarana non pelnal, karelna lelbi lh be lrsi lfat prelve lntilf dan 

karelna ke lbi ljakan melmpunyail ke lle lmahan (be lrsi lfat fragmelntarils si lmpli ltils dan ti ldak 

struktural fungsilonal silstelm otomatilk atau tildak kausatilf; tildak ellelme lntatilf 

i lndilvi ldualilsti lk atau offelnde lr ori le lnteld; tildak vilctilm ori le lnteld atau belrsi lfat relpre lsi lf 

atau tildak pre lvelntilf; harus di ldukung olelh i lnfrastruktur delngan bilaya tilnggil).13 

Pe lncelgahan dan pe lnanggulangan keljahatan de lngan sarana pe lnal melrupakan pelnal 

polilcy atau pelnal law elnforcelme lnt, mellalui l belbe lrapa tahap selbagail be lrilkut: 

1) Tahap formulasil (kelbi ljakan lelgi lslatilf)  

Tahap formulasil melrupakan tahap pelne lgakan hukum pildana iln abstracto olelh 

badan pelmbuat undang-undang. Dalam tahap ilni l pe lmbuat undang-undang 

mellakukan kelgi latan melmi llilh ni llail-ni llail yang se lsuai l de lngan ke ladaan dan 

si ltuasil masa ki lnil dan yang akan datang, ke lmudilan melrumuskannya dalam 

be lntuk pelraturan pelrundang-undangan pildana untuk melncapail hasill 

pe lrundang-undangan yang palilng bailk dalam artil me lmelnuhi l syarat keladi llan 

dan daya guna.  

2) Tahap aplilkasi l (kelbi ljakan yudilkatilf/yudi lsi lal)  

Tahap aplilkasil melrupakan tahap pelne lgakan hukum pildana (tahap pelnelrapan 

hukum pi ldana) olelh aparat-aparat pelne lgak hukum mulail daril Ke lpoli lsi lan 

sampail Pe lngadillan. Dalam tahap ilnil aparat pelne lgak hukum belrtugas 

melne lgakkan selrta melne lrapkan pelraturan pe lrundang-undangan pildana yang 

tellah dilbuat olelh pe lmbuat undang-undang. Dalam mellaksanakan tugas ilni l, 

aparat pelne lgak hukum harus belrpelgang telguh pada nillail-nillail ke ladillan dan 

daya guna. 

3) Tahap elkse lkusi l (kelbi ljakan elkse lkuti lf atau admilni lstratilf) 

Tahap elkse lkusi l melrupakan tahap pelne lgakan (pellaksanaan) hukum selcara 

konkre lt olelh aparat-aparat pellaksana pildana. Dalam tahap ilni l aparat-aparat 

pe llaksana pildana belrtugas melne lgakkan pe lraturan pelrundang-undangan pildana 

mellaluil pelne lrapan pildana yang tellah dilte ltapkan dalam putusan pelngadi llan. 

Dalam mellaksanakan pelmildanaan yang tellah dilteltapkan dalam Putusan 

Pe lngadillan, aparat-aparat pellaksana pildana iltu dalam mellaksanakan tugasnya 

harus be lrpe ldoman kelpada Pelraturan Pe lrundang-undangan Pildana yang dilbuat 

olelh pe lmbuat Undang-Undang dan nillail-ni llail keladi llan suatu daya guna.14 

 

 
13 Ibid, hlm.78. 
14 Ibid, hlm.79. 
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b. Faktor-Faktor yang Melnghambat Pelne lgakan Hukum  

 

Pe lne lgakan hukum bukan selmata-mata pe llaksanaan pelrundang-undangan saja, 

namun telrdapat juga faktor-faktor yang me lnghambat antara lailn: 

1) Faktor Pe lrundang-undangan (Substansi l hukum) 

Praktelk melnye llelnggaraan pelnelgakan hukum dil lapangan selri lngkalil telrjadil 

pe lrtelntangan antara kelpasti lan hukum dan keladillan. Hal ilni l dilkarelnakan 

konse lpsi l ke ladillan melrupakan suatu rumusan yang be lrsi lfat abstrak seldangkan 

ke lpastilan hukum melrupakan prose ldur yang te llah diltelntukan se lcara normatilf. 

Ole lh karelna i ltu suatu tilndakan atau kelbi ljakan atau kelbiljakan yang tildak 

se lpe lnuhnya belrdasarkan hukum melrupakan suatu yang dapat dilbelnarkan 

se lpanjang kelbiljakan atau tilndakan telrse lbut tildak belrte lntangan delngan hukum. 

Pe lne lgakan hukum bukan hanya melncangkup law e lnforcelme lnt saja, teltapil juga 

pe lacel mai lntelnance l, karelna pe lnyelle lngaraan hukum melrupakan pelnyelrasi lan 

antara nillail-ni llail dan kaildah-kaildah se lrta pola pelrillaku nyata yang belrtujuan 

untuk melncapail ke ldamailan. De lmilki lan tildak belrartil se lti lap pelrmasalahan sosilal 

hanya dapat dilse lle lsailkan olelh hukum yang telrtulils, karelna tildak mungkiln ada 

pe lraturan yang melngatur selluruh tilngkah laku manusila, yang ilsi lnya jellas bagil 

se ltilap warga masyarakat yang dilaturnya dan se lrasi l antara kelte lntuan untuk 

melne lrapkan pelraturan delngan pe lrillaku yang melndukung. 

2) Faktor pelne lgak hukum 

Salah satu kuncil dari l ke lbe lrhasillan dalam pe lnelgakan hukum adalah melntaliltas 

atau kelpri lbadilan daril pe lne lgak hukumnya se lndi lri l. Dalam kelrangka pelne lgakan 

hukum dan ilmplelmelntasi l pelne lgakan hukum bahwa pelne lgakan keladillan tanpa 

ke lbelnaran adalah suatu kelbe ljatan. Pelne lgakan kelbelnaran tanpa keljujuran 

adalah suatu kelmunafilkan. Dalam rangka pelne lgakan hukum olelh se ltilap 

lelmbaga pelnelgak hukum, keladi llan dan ke lbelnaran harus dilnyatakan, harus 

telrasa dan telrlilhat selrta harus dilaktualilsasi lkan. 

3) Faktor sarana dan fasilliltas yang melndukung 

Sarana dan fasilliltas yang melndukung melncakup telnaga manusila yang 

be lrpelndi ldi lkan dan telrampill, organilsasi l yang bailk, pe lralatan yang melmadail, 

ke luangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasi lliltas yang melmadail, pelne lgakan 

hukum tildak dapat belrjalan delngan lancar dan pe lnelgak hukum ti ldak mungkiln 

melnjalankan pelranannya selbagailmana melsti lnya. 

4) Faktor masyarakat 

Masyarakat melmpunyail pe lngaruh yang kuat telrhadap pellaksanaan pelne lgakan 

hukum. Se lbab pelnelgakan hukum belrasal daril masyarakat dan belrtujuan untuk 

melncapail dalam masyarakat. Bagilan yang telrpelnti lng dalam melne lntukan 

pe lnelgak hukum adalah kelsadaran hukum masyarakat. Selmakiln ti lnggil 

ke lsadaran hukum masyarakat maka akan se lmakiln melmungkilnkan pelne lgakan 

hukum yang bailk.  

5) Faktor Ke lbudayaan 

Ke lbudayaan Ilndone lsi la melrupakan dasar daril be lrlakunya hukum adat. 

Be lrlakunya hukum telrtulils (pelrundang-undangan) harus melncelrmilnkan nillail-

ni llail yang melnjadil dasar hukum adat. Dalam pelnelgak hukum, se lmakiln banyak 
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pe lnyelsuai lan antara pelraturan pelrundang-undangan delngan kelbudayaan 

masyarakat, maka akan selmakiln mudahlah dalam melne lgakannya. Apabilla 

pe lraturan pelrundang-undangan tildak se lsuai l atau belrtelntangan delngan 

ke lbudayaan masyarakat, maka akan se lmakiln sukar untuk me llaksanakan dan 

melne lgakkan pelraturan hukum telrse lbut.15 

 

 

2. Konseptual  

 

Konse lptual adalah susunan be lrbagail konse lp yang me lnjadil fokus pe lngamatan 

dalam mellaksanakan pelnelli ltilan.16 Belrdasarkan delfi lnilsi l te lrse lbut, maka 

konse lptualilsasi l dalam pelnelli ltilan ilni l se lbagail be lri lkut:  

a. Pe lne lgakan hukum pildana adalah suatu usaha untuk me lwujudkan ilde l-i ldel 

telntang keldi llan dalam hukum pildana dalam kelpasti lan hukum dan 

ke lmanfaatan sosi lal melnjadil kelnyataan hukum dalam kelpasti lan hukum dan 

ke lmanfaatan sosi lal melnjadil ke lnyataan hukum dalam selti lap hubungan 

hukum.17 

b. Tilndak Pi ldana adalah pelrbuatan yang dillarang olelh suatu aturan hukum, yang 

di llakukan bailk delngan se lngaja atau tildak se lngaja tellah dillakukan olelh se lorang 

pe llaku. Larangan telrse lbut yang dilse lrtai l ancaman (sanksi l) be lrupa pildana 

telrte lntu bagil si lapa yang mellanggarnya.18  

c. Pe lre ldaran adalah pelralilhan daril ke ladaan yang satu kel ke ladaan yang lailn yang 

be lrulang-ulang selakan-akan melrupakan suatu lilngkaran.19 

d. Pe llaku tilndak pi ldana adalah se ltilap orang yang mellakukan pelrbuatan 

mellanggar atau mellawan hukum selbagailmana dilrumuskan dalam undang-

 
15 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rineka Cipta. 

Jakarta. 1986. hlm.8-11. 
16 Soerjono Soekanto, Op.Cit. hlm.63. 
17 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, hlm.15. 
18 Ali Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 7. 
19 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 5 
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undang. Pe llaku tilndak pi ldana harus di lbelri l sanksi l de lmil te lrpe llilharanya telrtilb 

hukum dan telrjamilnnya kelpe lntilngan umum.20 

e. Skilncare l adalah kelgi latan yang dillakukan untuk melrawat dan melmpelrbailki l 

kulilt wajah delngan produk yang melngandung bahan yang dilse lsuai lkan delngan 

ke lbutuhan kulilt.21 

f. Bahan belrbahaya adalah bahan kilmila bailk dalam belntuk tunggal maupun 

campuran yang dapat melmbahayakan kelse lhatan.22 

 

E. Sistematika Penulisan  

 

Untuk le lbilh me lmpelri lncil skri lpsi l i lni l se lcara ke lse lluruhan maka pelnuli ls me lmbuat 

si lste lmatilka pe lnulilsan se lbagail belri lkut: 

 

I. PENDAHULUAN 

Bab ilni l be lrilsi l pe lndahuluan pelne llilti lan yang mellilputi l latar bellakang masalah, 

pe lrmasalahan dan ruang lilngkup pelne lliltilan, tujuan dan kelgunaan pelne llilti lan, 

ke lrangka telori l dan konselptual selrta si lstelmatilka pelnuli lsan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ilni l belri lsi l telori l dan tilnjauan kelpustakaan daril be lrbagail sumbelr atau relfe lre lnsil 

yang belrhubungan delngan kajilan pelne lli ltilan yailtu telntang pelne lgakan hukum 

pi ldana telrhadap pellaku tilndak pildana pelre ldaran bahan skilncare l yang belrbahaya 

 

 

 
20 Efendi Erdianto, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 11. 
21 Oktaviyanti, Ika Kustiyah, dan Sukses Hadi. Pesona Skincare dan Karamunting. Invida Mitra 

Pustaka, Jakarta, 2022, hlm 20 
22 Dian Putriyanti,dkk, 100% Cantik, Best Publisher. Bandung. 2017.hlm. 101 
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III. METODE PENELITIAN 

Bab ilni l belri lsi l meltodologil pelne lliltilan yang dilgunakan melli lputil pelnde lkatan 

masalah, sumbelr dan jelni ls data, pe lnelntuan narasumbelr, prose ldur pe lngumpulan 

dan pelngolahan data selrta analilsi ls data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab i lnil be lri lsi l hasi ll pe lnelli ltilan dan pe lmbahasan data yang dilpe lrolelh bailk dari l stusi l 

pustaka maupun studil lapangan, telrdi lri l daril pelne lgakan hukum pildana telrhadap 

pe llaku tilndak pildana pe lreldaran bahan ski lncare l yang be lrbahaya dan faktor-faktor 

pe lnghambat pelne lgakan hukum pildana telrhadap pellaku tilndak pi ldana pelre ldaran 

bahan skilncare l yang belrbahaya. 

 

V. PENUTUP 

Bab ilni l ilni l belri lsi l si lmpulan selbagail jawaban atas pelrmasalahan yang dilajukan dan 

saran yang dilajukan kelpada pilhak-pi lhak yang belrkailtan atau melmi llilki l rellelvansi l 

de lngan pelmbahasan pelne llilti lan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Penegakan Hukum Pidana 

 

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana 

 

Pe lnge lrtilan pelne lgakan hukum adalah prose ls di llakukannya upaya untuk telgaknya 

atau belrfungsi lnya norma-norma hukum se lcara nyata selbagail pe ldoman pelri llaku 

dalam lalu lilntas atau hubungan hukum dalam kelhi ldupan be lrmasyarakat dan 

be lrnelgara. Dalam melmastilkan telgaknya hukum iltu, apabilla dilpe lrlukan, aparatur 

pe lnelgak hukum iltu di lpelrke lnankan untuk melnggunakan daya paksa.23 

 

Pe lne lgakan hukum dilti lnjau daril sudut subjelknya, dapat dillakukan olelh subjelk 

yang luas dan dapat pula dilartilkan se lbagail upaya pelne lgakan hukum olelh subje lk 

dalam artil yang telrbatas atau selmpilt. Dalam artil luas, prosels pe lne lgakan hukum iltu 

melli lbatkan selmua subjelk hukum dalam se ltilap hubungan hukum. Si lapa saja yang 

melnjalankan aturan normatilf atau mellakukan se lsuatu atau tildak mellakukan 

se lsuatu delngan melndasarkan dilri l pada norma aturan hukum yang belrlaku, belrartil  

di la melnjalankan atau melnelgakkan aturan hukum. Dalam artil se lmpi lt, daril se lgi l 

subje lknya iltu, pe lne lgakan hukum iltu hanya dilartilkan se lbagail upaya aparatur 

hukum belrjalan selbagailmana selharusnya.24 

 
23 Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana : Perspektif, Teoritis dan Praktik, Alumni, 

Bandung, 2015, hlm. 92. 
24 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta 

2015, hlm. 34. 
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Me lnurut Barda Nawawil Ari le lf dalam Helni l Silswanto,25 pada hakilkatnya kelbi ljakan 

hukum pildana (pelnal polilcy), bailk dalam pe lnelgakan iln abstracto dan iln concrelto, 

melrupakan bagilan daril kelse lluruhan kelbiljakan silste lm (pelnelgakan) hukum nasilonal 

dan melrupakan bagilan daril upaya melnunjang kelbiljkaan pelmbangunan nasilonal 

(natilonal delve llopmelnt). Ilnil be lrartil bahwa pelne lgakan hukum pildana iln abstracton 

(pe lmbuatan/pelrubahan UU; law makilng/law re lform) dalam pelne lgakan hukum 

pi ldana iln concrelto (law elnforcelme lnt) se lharusnya belrtujuan melnunjang 

telrcapailnya tujuan, vilsi l dan milsi l pelmbangunan nasilonal (bangnas) dan melnunjang 

telrwujudnya si lste lm (pelnelgakan) hukum nasi lonal. 

 

Hukum pildana posilti lf dil Ilndonelsi la saat ilni l belrsumbe lr/belri lnduk pada KUHP 

buatan Bellanda (WvS), teltapil dalam pelne lgakan hukum harusnya belrbelda de lngan 

pe lnelgakan hukum pi ldana selpe lrtil zaman Be llanda. Hal ilni l wajar karelna kondilsi l 

lilngkungan atau kelrangka hukum nasilonal (natilonal lelgal frame lwork) selbagail 

telmpat dilope lrasi lonalilsasi lkannya WvS (te lmpat diljalankannya mobill) sudah 

be lrubah. Melnjalankan mobill (WvS) dil Bellanda atau dil jaman Pelnjajahan Bellanda 

telntunya belrbe lda de lngan dil zaman Relpublilk Ilndone lsi la. Ilni l be lrartil pelne lgakan 

hukum pildana posi ltilf saat ilni l telntunya harus melmpe lrhatilkan juga rambu-rambu 

umum prosels pe lradi llan (pelnelgakan hukum dan keladillan) dalam silste lm hukum 

nasi lonal. Pelnelgakan hukum pildana posi ltilf harus belrada dalam kontelks kel-

I lndone lsi la-an (dalam kontelks si lste lm hukum nasi lonal/natilonal lelgal frame lwork) 

dan bahkan dalam kontelks pe lmbangunan nasilonal dan pelmbangunan hukum 

nasi lonal. Ilni llah baru dapat dilkatakan pelne lgakan hukum pildana dil Ilndonelsi la.26 

 
25 Heni Siswanto, Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan 

Perdagangan Orang. Penerbit Pusataka Magister, Semarang, 2013, hlm.85-86 
26 Ibid, hlm.87. 
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Be lrdasarkan urailan di l atas maka dilkeltahui l bahwa pelne lgakan hukum se lbagail 

ke lbiljakan hukum pildana (pelnal polilcy), di llaksanakan bailk dalam pelne lgakan iln 

abstracto dan iln concrelto, se lbagail belri lkut: 

1. Pe lne lgakan hukum pildana iln abstracto 

Pe lne lgakan hukum pildana iln abstracto di lkonse lpsi lkan selbagail suatu upaya 

untuk melnanggulangil keljahatan mellaluil pe lmbelntukan aturan-aturan hukum 

pi ldana yang mellarang suatu aktilvi ltas telrte lntu. Pelne lgakan hukum dalam 

kontelks i lni l masi lh be lrupa rumusan-rumusan aturan-aturan telrte lntu (pasal) yang 

melrupakan panduan bagil masyarakat untuk tildak mellakukan tilndakan-

tilndakan yang di llarang olelh aturan i ltu. Si lngkatnya, pelne lgakan hukum pildana 

i ln abstracto i lni l masilh be llum di ltelgakkan se lcara langsung olelh aparat pelne lgak 

hukum. Pe lnelgakan hukum pildana i ln abstracto melrupakan tahap 

pe lmbuatan/pelrumusan (formulasil) undang-undang olelh badan lelgi lslatilf atau 

di lse lbut tahap lelgilslasi l. 

2. Pe lne lgakan hukum pildana iln concrelto 

Pe lne lgakan hukum pildana iln concrelto yang melrupakan tilndakan konkrelt 

aparat pelne lgak hukum untuk melne lgakkan aturan-aturan hukum pildana yang 

masilh abstrak telrse lbut. Aparat pelne lgak hukum melne lrapakan aturan abstrak 

be lrupa larangan kelpada hal-hal yang konkre lt, yaknil melne lrapkan aturan 

larangan kelpada orang yang mellanggar larangan telrse lbut. Aparat pelnelgak 

hukum yang te lrlilbat langsung delngan pe lne lgakan hukum pildana i ln concrelto 

i lnil me llilputil polilsi l, jaksa, hakilm dan pe ltugas pelmasyarakatan. Pelnelgakan 

hukum pildana iln concre lto melrupakan tahap pelne lrapan/aplilkasil dan 

pe llaksanaan undang-undang olelh aparat pe lnelgak hukum, yang dapat dilse lbut 

tahap judilsi lal dan tahap elkse lkusi l

27 

 

Pe lne lgakan hukum adalah upaya yang dillakukan untuk melnjadilkan hukum, bailk 

dalam artil formi ll yang selmpilt maupun dalam artil matelri lell yang luas, se lbagail 

pe ldoman pelrillaku dalam seltilap pe lrbuatan hukum, bailk olelh para subjelk hukum 

yang belrsangkutan maupun olelh aparatur pelne lgakan hukum yang relsmil di lbe lril 

tugas dan ke lwe lnangan olelh undang-undang untuk me lnjamiln be lrfungsi lnya norma-

norma hukum yang belrlaku dalam kelhildupan be lrmasyarakat dan belrne lgara.28 

Pe lne lgakan hukum selbagail upaya yang di llakukan olelh aparat pelne lgak hukum 

dalam rangka melnjamiln ke lpastilan hukum, kelte lrtilban dan pelrlilndungan hukum 

 
27 Ibid, hlm.87 
28 Ibid, hlm. 88. 
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pada elra modelrnilsasi l dan globalilsasi l saat ilni l dapat telrlaksana, apabilla belrbagail 

di lmelnsi l kelhi ldupan hukum sellalu melnjaga kelse llarasan, kelse lilmbangan dan 

ke lse lrasilan antara moraliltas silpi ll yang dildasarkan olelh ni llail-nillail aktual dil dalam 

masyarakat belradab.  Selbagail suatu prosels kelgi latan yang mellilputi l belrbagail pilhak 

telrmasuk masyarakat dalam kelrangka pelncapailan tujuan, adalah kelharusan untuk 

melli lhat pelnelgakan hukum pildana selbagail si lste lm pelradillan pildana.29 

 

Pe lne lgakan hukum pada prilnsi lpnya harus dapat melmbelri l manfaat atau belrdaya 

guna (utilli lty) bagil masyarakat, namun di l sampilng i ltu masyarakat juga 

melngharapkan adanya pelne lgakan hukum untuk melncapail suatu keladillan. 

Ke lndatilpun de lmilki lan tildak dapat kilta pungki lril, bahwa apa yang di langgap belrguna 

(se lcara sosilologi ls) bellum telntu adill, belgi ltu juga selbalilknya apa yang dilrasakan 

adill (se lcara fillosofi ls), be llum telntu belrguna bagil masyarakat.30 

 

Pe lne lgakan hukum selbagail i lmplelmelntasil ke lbiljakan pelnanggulangan tilndak pildana 

de lngan melnggunakan sarana hukum pildana (pelnal polilcy) dilkelnal delngan ilsti llah 

“kelbi ljakan hukum pildana”ُatauُ“poliltilk hukum pi ldana”.ُKelbiljakan hukum pildana 

(pe lnal polilcy) melrupakan suatu illmu se lkalilgus se lni l yang me lmpunyail tujuan 

praktils untuk me lmungkilnkan pe lraturan hukum posi ltilf di lrumuskan se lcara lelbi lh 

bailk dan untuk melmbelri l peldoman kelpada pelmbuat undang-undang, pelngadillan 

yang melne lrapkan undang-undang dan kelpada para pellaksana putusan pelngadi llan. 

Ke lbi ljakan hukum pildana (pelnal polilcy) te lrse lbut melrupakan salah satu komponeln 

daril mode lrn cri lmi lnal sci lelncel di lsampilng cri lmi lnology dan crilmi lnal law.31 

 
29 Barda Nawawi Arif. Kebijakan Hukum Pidana Edisi Revisi. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2013. 

hlm.73. 
30 Syaiful Bakhri. Hukum Pidana Masa Kini, Total Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 43. 
31 J. Effendi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana. Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 76. 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1444550141364125341&postID=7675237931873732779#_ftn37
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Me lnurut Barda Nawawi l Ari le lf se lbagailmana di lkutilp dalam buku Ni lkmah Rosildah, 

pe lnjatuhan pildana atau pelmildanaan/selntelnci lng adalah upaya yang sah yang 

di llandasil olelh hukum untuk melngelnakan ne lstapa pelndelri ltaan pada selse lorang 

yang mellaluil prose ls pelradillan pildana telrbuktil se lcara sah dan melyakilnkan belrsalah 

mellakukan suatu tilndak pildana. Jadil pildana belrbi lcara melngelnai l hukumannya dan 

pe lmildanaan belrbi lcara melnge lnail prose ls pe lnjatuhan hukuman iltu selndi lri l.32 

 

Ke lbi ljakan untuk melmbuat pelraturan pelrundang-undangan pildana yang bailk ti ldak 

dapat dilpi lsahkan daril tujuan pe lnanggulangan keljahatan, selbagail usaha untuk 

melnge lndalilkan keljahatan agar belrada dalam batas-batas tolelransi l masyarakat. 

Ke lbi ljakan pelnanggulangan keljahatan delngan hukum pildana, pada hakilkatnya 

me lrupakan bagilan dari l kelbi ljakan pelne lgakan hukum (khususnya hukum pi ldana). 

Ole lh karelna iltu, pelne lgakan hukum pildana melrupakan bagilan daril kelbi ljakan 

pe lnanggulangan keljahatan lelwat pe lmbuatan pelraturan pelrundang-undangan 

pi ldana yang melrupakan bagilan i lntelgral dari l poliltilk sosi lal.33 

 

Pe llaksanaan pelnelgakan hukum pildana sarana melnanggulangil keljahatan harus 

be lnar-belnar melmpelrhi ltungkan se lmua faktor yang dapat melndukung be lrfungsi lnya 

atau belke lrjanya hukum pildana dalam ke lnyataannya. Pelngaruh umum pildana 

hanya dapat telrjadil di l suatu masyarakat yang melngeltahuil telntang adanya sanksil 

(pi ldana) iltu, dan i lntelnsi ltas pe lngaruhnya tildak sama untuk se lmua tilndak pi ldana. 

Pe lne lntuan pelrbuatan yang diljadilkan tilndak pi ldana melmpunyail hubungan yang 

 
32 Nikmah Rosidah, Asas-Asas Hukum Pidana. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2011 

hlm.68. 
33 M. Mustofa, Kriminologi:Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas,Perilaku Menyimpang, dan 

Pelanggaran Hukum. Prenada Media, Jakarta, 2021, hlm. 75. 
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e lrat delnganُ masalahُ “krilmilnalilsasi l”,ُ yailtu prose ls untuk me lnjadilkan suatu 

pe lrbuatan yang selmula bukan tilndak pildana melnjadil tilndak pi ldana.34 

 

Be lrdasarkan urailan dil atas maka di lkeltahui l bahwa pe lnelgakan hukum di lbe lrlakukan 

olelh ne lgara untuk melncapail tujuan ne lgara yang belntuknya dapat belrupa 

pe lmbuatan hukum baru dan pelnggantilan hukum lama. Dalam artil yang se lpe lrtil i lnil 

pe lnelgakan hukum harus belrpi ljak pada tujuan nelgara dan silste lm hukum yang 

be lrlaku dil ne lgara yang belrsangkutan yang dalam kontelks Ilndone lsi la tujuan dan 

si lste lm iltu te lrkandung dil dalam Pelmbukaan UUD 1945, khususnya Pancasi lla yang 

mellahilrkan kai ldah-kaildah hukum. Hukum akan melnjadil be lrartil apabi lla pelri llaku 

manusila di lpelngaruhil ole lh hukum dan apabilla masyarakat melnggunakan hukum 

melnuruti l pelri llakunya, seldangkan dil lailn pi lhak elfe lktilvi ltas hukum belrkailtan elrat 

de lngan masalah kelpatuhan hukum selbagail norma.  

 

2. Proses Penegakan Hukum Pidana 

 

Prose ls pe lne lgakan hukum pildana dil Ilndone lsi la dillaksanakan olelh le lmbaga-lelmbaga 

se lbagail i lnsti ltusil pe lne lgak hukum, yailtu Ke lpolilsi lan, Ke ljaksaan dan Pelngadi llan 

yang mellaksanakan kelrangka kelrja silste lmatilk se lsuail de lngan kelwe lnangan yang 

di lbelri lkan olelh pe lraturan pelrundang-undangan. Tujuan pelmildanaan haruslah untuk 

melli lndungil masyarakat daril ke lse ljahtelraan se lrta kelse li lmbangan dan kelharmonilsan 

hi ldup dalam masyarakat de lngan melmpelrti lmbangkan kelpe lntilngan masyarakat atau 

ne lgara, korban, dan pellaku keljahatan.35 Urai lannya selbagail belri lkut: 

 

 
34 Ibid, hlm. 76. 
35 Maya Shafira, M. S., Deni Achmad, D. A., Fristia Berdian Tamza, F. B. T., & M Humam 

Ghiffary, H. Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier. 2022.  hlm 27. 
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1. Pe lnye llildi lkan dan Pelnyi ldilkan 

Pe lnye llildi lkan melrupakan tilndakan awal pe lnyildi lk untuk melngeltahuil bahwa suatu 

pe lrbuatan telrmasuk dalam tilndak pildana, se ltellah pelnyildi lk melmilli lkil dugaan kuat 

bahwa suatu pelrbuatan telrmasuk dalam tilndak pi ldana maka dillaksanakan 

pe lnyildi lkan. De lngan kata lailn pe lnyi ldi lkan di llakukan bukan atas praduga telrhadap 

se lse lorang melnurut pelnyi ldi lk bahwa ila be lrsalah. Pelnyi ldilkan di llaksanakan bukan 

se lke ldar dildasarkan pada dugaan bellaka, teltapil suatu asas dilpe lrgunakan adalah 

bahwa pelnyi ldilkan be lrtujuan untuk melmbuat suatu pelrkara melnjadil telrang delngan 

melnghi lmpun pelmbuktilan-pe lmbuktilan melnge lnail telrjadilnya suatu pelrkara pildana. 

Pe lnyi ldilkan di llakukan billa tellah cukup peltunjuk-peltunjuk bahwa se lorang atau para 

telrsangka tellah mellakukan pelri lsti lwa yang dapat dilhukum.36 

 

I lsti llah pelnyildi lkan dilpakail se lbagail i lstillah hukum pada 1961 seljak dilmuatnya 

i lstillah telrse lbut dalam Undang-Undang Pokok Ke lpolilsi lan (UU Nomor 13 Tahun 

1961). Se lbe llum dilpakail i lsti llahُ “pelngusutan”ُ yangُ melrupakan telrje lmahan daril 

bahasa Bellanda opsporilng37. Dalam rangka si lstelm pelradi llan pildana tugas polilsi l 

telrutama selbagail pe ltugas pelnyi ldi lk telrcantum dalam keltelntuan KUHAP. Se lbagail 

pe ltugas pelnyi ldi lk, poli lsi l be lrtugas untuk me lnanggulangil pe llanggaran keltelntuan 

pe lraturan pildana, bailk yang telrcantum dalam maupun dil luar keltelntuan KUHP. 

I lni llah antara lailn tugas polilsi l se lbagail alat ne lgara pelnelgak hukum. 38 

 

Ke ltelntuan telntang pelngelrti lan pelnyi ldilkan telrcantum dalam Pasal 1 butilr (2) 

KUHAPُbahwa:ُ“pelnyi ldi lkan adalah selrangkailan tilndakan pelnyi ldi lk dalam hal dan 

 
36 H.R. Abdussalam, Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum (Cetakan 

Kelima). PTIK Press, Jakarta. 2014. hlm. 86. 
37 Ibid, hlm.71  
38 Sadjiono, Memahami Hukum Kepolisian. Leksbang. Surabaya. 2010. hlm.68.  
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melnurut cara yang dilatur dalam Undang-Undang ilni l untuk melncaril selrta 

melngumpulkan buktil yang delngan buktil i ltu melmbuat telrang telntang tilndak pildana 

yang telrjadil dan guna melne lmukan telrsangkanya”ُ 

 

Pe llaksanaan pelnyi ldi lkan dillakukan olelh pe lnyi ldilk. Me lnurut Pasal 1 Buti lr (1) 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telntang Kiltab Undang-Undang Hukum 

Acara Pildana, pe lnyildi lk adalah peljabat polilsi l Ne lgara Re lpublilk Ilndone lsi la atau 

Pe lnyi ldilk Pe lgawai l Ne lgelri l Si lpi ll telrtelntu yang dilbe lri l we lwe lnang khusus olelh 

Undang-Undang untuk mellakukan pelnyi ldilkan. Me lnurut Ke ltelntuan Umum 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telntang Ke lpolilsi lan Ne lgara Relpublilk 

I lndone lsi la dilse lbutkan bahwa pelnyildi lk adalah peljabat Kelpolilsi lan Ne lgara Relpublilk 

I lndone lsi la yang dilbe lril we lwe lnang olelh Undang-Undang untuk mellakukan 

pe lnyildi lkan.  

 

Pe llaksanaan pelnyi ldi lkan olelh pe lnyildi lk harus be lrdasar pada pelraturan pelrundang-

undangan, tanpa aturan yang melngaturnya dapat dilkatakan justru peltugas se lndilri l 

yang tildak melnelgakkan hukum bahkan mellawan hukum. Adapun landasan atau 

dasar hukum pe lnyildi lkan Ke lpoli lsi lan adalah bahwa pe llaksanaan pelnyildi lkan i ltu sah 

dan di lbelnarkan olelh hukum, se lhi lngga se lmua pilhak telrli lndungil, bai lk pe ltugas 

maupun masyarakat. Tujuan pe lnyildi lkan se lcara konkrilt dapat di lpelri lncil se lbagail 

tilndakan pelnyi ldi lk untuk melndapatkan kelte lrangan telntang: 

a. Tilndak pi ldana apa yang dillakukan. 

b. Kapan tilndak pildana dillakukan.  

c. De lngan apa tilndak pildana dillakukan.  

d. Bagailmana tilndak pi ldana dillakukan.  

e l. Me lngapa tilndak pildana dillakukan.  
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f. Si lapa pelmbuatnya atau yang mellakukan tilndak pildana telrse lbut39 

 

 

Hal melnyelli ldilk dan hal melnyildi lk se lcara be lrsama-sama telrmasuk tugas Kelpolilsi lan 

yusti lsi lill, akan teltapil di ltilnjau peljabatnya maka keldua tugas telrse lbut melrupakan 

dua jabatan yang belrbe lda-belda, kare lna ji lka tugas melnye llildi lk di lse lrahkan hanya 

ke lpada peljabat polilsi l ne lgara, maka hal melnyi ldi lk se llailn kelpada peljabat telrse lbut 

juga kelpada peljabat Pelgawail Ne lge lril Si lpi ll telrtelntu. Pelnge lrtilan mulail mellakukan 

pe lnyildi lkan adalah jilka dalam kelgilatan pelnyi ldilkan telrse lbut sudah di llakukan upaya 

paksa daril pelnyi ldi lk, selpe lrtil pe lmanggillan pro yustilsi la, pe lnangkapan, pelnahanan, 

pe lmelri lksaan, pelnyiltaan dan selbagailnya.  

 

Pe lrsangkaan atau pelngeltahuan adanya tilndak pi ldana dapat dilpe lrolelh dari l e lmpat 

ke lmungkilnan, yailtu: 

a. Ke ldapatan telrtangkap tangan. 

b. Kare lna adanya laporan. 

c. Kare lna adanya pelngaduan. 

d. Di lke ltahuil se lndilri l olelh pe lnyi ldilk40  

 

Pe lnyi ldilkan melmelrlukan belbelrapa upaya agar pelngungkapan pelrkara dapat 

di lpelrole lh se lcara celpat dan telpat. Upaya–upaya pelnyi ldi lkan telrse lbut mulail daril 

surat panggillan, pelngge lleldahan, hilngga pe lnangkapan dan pelnyi ltaan. Dalam hal 

pe lnyildi lk te llah mulail me llakukan pelnyildi lkan se lsuatu pe lrilsti lwa yang me lrupakan 

tilndak pi ldana, pelnyi ldi lk me lmbelrtahukan hal iltu ke lpada Pe lnuntut Umum (se lharil-

haril di lke lnal delngan SPDP atau Surat Pe lmbelri ltahuan Dilmulailnya Pe lnyildi lkan) hal 

 
39 H.R. Abdussalam. Op.Cit. hlm. 87. 

 40 Sadjiono, Op.Cit. hlm.62.  
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i lnil se lsuai l de lngan KUHAP Pasal 109 ayat (1). Se ltellah buktil-buktil di lkumpulkan 

dan yang dilduga telrsangka tellah diltelmukan maka pelnyi ldilk me lnillail de lngan 

celrmat, apakah cukup buktil untuk di llilmpahkan kelpada Pe lnuntut Umum 

(ke ljaksaan) atau telrnyata bukan tilndak pildana. Jilka pelnyi ldilk be lrpelndapat bahwa 

pe lrilsti lwa telrse lbut bukan melrupakan tilndak pildana maka pelnyildi lkan di lhelntilkan 

de lmil hukum. Pe lmbelrhe lntilan pe lnyildi lkan i lni l di lbelrtahukan kelpada Pelnuntut Umum 

dan kelpada telrsangka atau kelluarganya.  

 

Se lsuai l delngan pe lmbelrhe lntilan pelnyi ldi lkan telrse lbut, jilka Pe lnuntut Umum atau 

pi lhak kelti lga yang belrke lpelnti lngan, dapat melngajukan prapelradi llan kelpada 

Pe lngadillan Ne lge lril yang akan melme lrilksa sah atau tildaknya suatu pelnghe lntilan 

pe lnyildi lkan. Jilka Pe lngadillan Nelgelri l se lpelndapat delngan pelnyi ldi lk maka 

pe lnghelnti lan pelnyi ldilkan sah, te ltapil jilka Pe lngadi llan Nelge lril ti ldak se lpelndapat 

de lngan pelnyi ldilkan, maka pelnyi ldi lkan wajilb di llanjutkan. Selte llah sellelsai l 

pe lnyildi lkan, belrkas di lse lrahkan pada pelnuntut Umum. Pelnye lrahan ilni l di llakukan 

mellaluil dua tahap yailtu: 

a. Tahap pelrtama, pelnyildi lk hanya melnyelrahkan belrkas pe lrkara. 

b. Dalam hal pelnyildi lk sudah di langgap sellelsail, pe lnyi ldilk me lnyelrahkan tanggung 

jawab atas telrsangka dan barang buktil kelpada Pelnuntut Umum. 

 

Be lrdasarkan urailan dil atas maka dapat dilke ltahuil bahwa pe lnyildi lkan se lbagail prose ls 

hukum harus mampu melnye lsuailkan antara belrbagail ni llail, kaildah dan pola 

pe lrillaku nyata yang belrtujuan untuk me lncapail ke ldamailan. Pe lnelgakan hukum 

melrupakan prose ls untuk me lngkonkreltkan wujud hukum yang masi lh abstrak 

melnjadil konkre lt belrartil pe lraturan pelrundang-undangan iltu tildak banyak belrartil 
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jilka tildak dilaplilkasi lkan selcara kongkrelt olelh pe ltugas. Pelranan pelnyildi lkan yang 

di lmillilki l polilsi l me lmillilki l dasar hukum, selhi lngga pellaksanaannya harus dillakukan 

se lcara proporsilonal dan dapat dilpe lrtanggung jawabkan selcara hukum. Hal ilni l 

melnunjukkan bahwa polilsi l tildak bolelh be lrtilndak selme lna-melna dalam 

mellaksanakan kelwe lnangan pelnyi ldi lkan. 

 

Tugas utama pelnyi ldi lk se lsuai l delngan ke ltelntuan yang telrtuang dalam Pasal 1 ayat 

(2) KUHAP, maka untuk tugas utama telrse lbut pelnyi ldilk di lbe lril ke lwe lnangan 

se lbagailmana dilatur olelh Pasal 7 KUHAP untuk me llaksanakan kelwajilbannya, 

se lbagailmana dilatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telntang Hukum 

Acara Pildana, pelnyi ldi lk se lbagailmana dilatur dalam Pasal 6 ayat (1) Huruf (a) 

KUHAP kare lna kelwajilbannya melmpunyai l we lwe lnang:  

a) Me lne lrilma laporan atau pelngaduan daril se lse lorang telntang adanya tilndak 

pi ldana. 

b) Me llakukan tilndakan pelrtama pada saat dilte lmpat keljadilan. 

c) Me lnyuruh be lrhe lntil se lorang te lrsangka dan melme lrilksa tanda pe lngelnal di lril  

telrsangka. 

d) Me llakukan pelnagkapan, pelnahanan, pelngge lleldahan dan pelnyi ltaan. 

e) Me llakukan pelmelrilksaan dan pelnyi ltaan surat. 

f) Me lngambill si ldilk jaril dan melmotrelt se lse lorang. 

g) Me lmanggill orang untuk dildelngar dan dilpe lrilksa se lbagail telrsangka atau saksil. 

h) Me lndatangkan ahlil yang di lpelrlukan dalam hubungannya delngan pe lmelri lksaan 

pe lrkara. 

i) Me lngadakan pelnghelntilan pe lnyildi lkan. 

j) Me lngadakan tilndakan lailn me lnurut hukum yang belrtanggung jawab. 

 

Ke ltelntuan Undang-Undang Pokok Ke lpoli lsi lan Ne lgara Relpublilk Ilndone lsi la Nomor 

2 Tahun 2002 pada Pasal 14 ayat (1) Huruf (g) melnyatakan bahwa welwe lnang 

pe lnyildi lk adalah mellakukan pelnyi ldi lkan telrhadap selmua tilndak pildana selsuai l 

de lngan hukum acara pildana dan pelraturan pe lrundang-undangan lailnnya.  

Pe lnyi ldilkan i lni l di llakukan untuk melncaril se lrta melngumpulkan buktil-buktil  

yang pada tahap pelrtama harus dapat melmbelri lkan kelyakilnan, walaupun silfatnya 
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masilh se lmelntara, kelpada pelnuntut umum telntang apa yang selbe lnarnya telrjadil  

atau telntang tilndak pildana yang tellah dillakukan se lrta silapa telrsangkanya. Apabilla 

be lrdasarkan kelyaki lnan telrse lbut pe lnuntut umum belrpelndapat cukup adanya alasan 

untuk melngajukan telrsangka kelde lpan si ldang pe lngadillan untuk se lgelra 

di lsi ldangkan. Dil si lni l dapat telrlilhat bahwa pe lnyildi lkan suatu pelke lrjaan yang 

di llakukan untuk melmbuat telrang suatu pe lrkara, yang sellanjutnya dapat dilpakail  

olelh pe lnuntut umum se lbagail dasar untuk me lngajukan telrsangka be lse lrta buktil- 

buktil yang ada keldelpan pelrsi ldangan. Billa dilpe lrhatilkan pelke lrjaan ilni l melmpunyail 

se lgi l-se lgil yurildi ls, olelh karelna kelse lluruhan pelke lrjaan ilni l diltujukan pada pelkelrjaan 

di lsi ldang pelngadillan. Pelnyi ldilkan dillakukan untuk kelpe lntilngan pelradillan, 

khususnya untuk kelpe lntilngan pelnuntutan, yailtu untuk melnelntukan dapat tildaknya 

suatu tilndakan atau pelrbuatan dillakukan pe lnuntutan.  

 

2. Pe lnuntutan 

Prose ls pe lnuntutan di llaksanakan Jaksa Pe lnuntut Umum (JPU). Me lnurut Pasal 1 

angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 telntang Pelrubahan Atas Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 telntang Ke ljaksaan (Undang-Undang Keljaksaan), 

di lkeltahuil bahwa Pe lnuntut Umum adalah jaksa yang dilbelril welwelnang olelh 

undang-undang ilnil untuk mellakukan pelnuntutan dan mellaksanakan pelneltapan 

hakilm. 

 

Be lrdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Keljaksaan, selorang jaksa pelnuntut umum 

dalam pellaksanaan tugas dan welwe lnang: 

(1) Be lrtilndak untuk dan atas nama nelgara, be lrtanggungjawab selsuai l saluran 

hi lrarkil; 

(2) De lmil ke ladi llan dan kelbelnaran be lrdasarkan Ke ltuhanan Yang Maha Elsa, 

mellakukan pelnuntutan delngan ke lyakilnan be lrdasar alat buktil yang sah; 
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(3) Se lnantilasa be lrtilndak belrdasar hukum, melngi lndahkan norma-norma 

ke lagamaan, kelsopanan, dan kelsusi llaan; 

(4) Wajilb melnggalil dan me lnjunjung tilnggi l ni llail-nillail ke lmanusi laan yang hildup 

dalam masyarakat, selrta se lnantilasa me lnjaga kelhormatan dan martabat 

profe lsi lnya. 

 

Dalam mellaksanakan kelkuasaan nelgara dil bi ldang pelnuntutan, dillaksanakan selcara 

melrde lka, yailtu se lorang jaksa harus telrlelpas daril pe lngaruh kelkuasaan pelmelri lntah 

dan pelngaruh ke lkuasaan lailnnya. Hal i lnil me lnunjukkan bahwa Jaksa Agung 

be lrtanggungjawab atas pe lnuntutan yang di llaksanakan se lcara ilndelpe lndeln de lmil 

ke ladillan belrdasarkan hukum dan hatil nurani l.41 

 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Keljaksaan, dilke ltahuil bahwa Jaksa adalah 

pe ljabat fungsilonal yang dilbelri l welwe lnang olelh undang-undang untuk belrti lndak 

se lbagail pe lnuntut umum dan pellaksana putusan pelngadi llan yang tellah 

melmpe lrolelh kelkuatan hukum teltap selrta welwe lnang lailn belrdasarkan undang-

undang. Tugas dan kelwelnangan jaksa dalam bildang pi ldana selbagail belri lkut: 

1. Me llakukan pelnuntutan; 

2. Me llaksanakan pelne ltapan hakilm dan putusan pelngadi llan yang tellah 

melmpe lrolelh ke lkuatan hukum teltap; 

3. Me llakukan pelngawasan telrhadap pellaksanaan putusan pildana belrsyarat, 

putusan pildana pelngawasan, dan kelputusan lelpas be lrsyarat 

4. Me llakukan pelnyi ldilkan telrhadap tilndak pi ldana telrtelntu belrdasarkan undang-

undang; 

5. Me llelngkapi l belrkas pe lrkara telrte lntu dan untuk iltu dapat mellakukan 

pe lmelri lksaan tambahan selbe llum dillilmpahkan kel pe lngadillan yang dalam 

pe llaksanaannya dilkoordi lnasi lkan delngan pe lnyildi lk. 

  

Se lsuai l delngan pe lnjellasan dil atas maka di lkeltahuil tugas dan ke lwe lnangan jaksa 

adalah selbagail pe lnuntut umum dan pellaksana (elkse lkutor) putusan pelngadillan 

yang tellah belrke lkuatan hukum teltap dalam pelrkara pi ldana. Untuk pelrkara pelrdata, 

 
41 Bambang Waluyo, Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice, Rajawali Pers, Jakarta, 

2016. hlm. 35. 
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pe llaksana putusan pelngadillan yang tellah be lrkelkuatan hukum teltap adalah juru silta 

dan panilte lra dilpi lmpiln ole lh ke ltua pelngadillan se lbagailmana dilatur Pasal 54 Ayat [2] 

UU Nomor 48 Tahun 2009 telntang Kelkuasaan Ke lhakilman. 

2. Pe lmelri lksaan dil Pe lngadi llan  

Pe lmelri lksaan pelrsi ldangan melrupakan pelmelri lksaan telrhadap selorang telrdakwa dil 

de lpan sildang pe lngadillan, dilmana haki lm melngadillil pe lrkara yang dilajukan 

ke lpadanya. Pelmelri lksaan pelrsi ldangan ilni l belrartil se lrangkailan ti lndakan hakilm 

untuk melne lri lma, melmelrilksa dan me lmutus pe lrkara pi ldana, belrdasarkan pada asas 

be lbas, jujur dan tildak melmilhak dil si ldang pe lngadillan.42 

 

Prose ls pe lmelri lksaan dil Pe lngadillan sellalu di lawalil dan dildasaril delngan adanya surat 

pe llilmpahan pelrkara olelh Jaksa Pe lnuntut Umum kel Pe lngadillan Ne lgelri l delngan 

pe lrmilntaan agar selge lra melngadilli l pe lrkara telrse lbut yang di lse lrtail de lngan surat 

dakwaan (Pasal 142 ayat (1) KUHAP). Se lhi lngga dalam hal Pelngadillan Ne lgelri l 

yang melnelri lma surat pellilmpahan pelrkara iltu belrpe lndapat bahwa pelrkara iltu 

telrmasuk dalam welwe lnangnya, maka Ke ltua Pe lngadillan yang be lrsangkutan 

melnunjuk Haki lm yang akan melnyi ldangkan pe lrkara telrse lbut. 

 

Ada be lbelrapa tahap dalam acara pelmelri lksaan bilasa, yailtu: 

1) Tata cara pelmelri lksaan telrdakwa/pelrmulaan si ldang 

2) Ke lbe lratan/elkse lpsi l 

3) Pe lmbuktilan/pelmelri lksaan alat buktil 

4) Pe lnuntutan olelh pe lnuntut umum 

5) Pe lmbellaan/pleldoi l telrdakwa atau pelnasi lhat hukum 

6) Re lplilk dan duplilk 

7) Musyawarah hakilm 

8) Putusan43 

 
42 M. Yahya Harahap. Upaya Hukum Luar Biasa. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan 

KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Sinar 

Grafika. Jakarta. 2010. hlm. 17 
43 Ibid. hlm. 18 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/nprt/1060/uu-no-48-tahun-2009-kekuasaan-kehakiman
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Ha-hal yang pelntilng pada saat pelrmulaan si ldang, yailtu: 

1) Pe lmelri lksaan di llakukan olelh haki lm yang di ltunjuk olelh ke ltua pelngadillan (Pasal 

152 KUHAP) 

2) Pe lmelri lksaan di llakukan selcara lilsan dalam bahasa Ilndone lsi la, se lcara belbas dan 

telrbuka untuk umum (Pasal 153 KUHAP), apabi lla tildak telrpe lnuhil maka 

melngaki lbatkan batalnya putusan delmil hukum 

3) Pe lmelri lksaan di llakukan delngan hadilrnya te lrdakwa, dan dapat dilpanggill se lcara 

paksa (Pasal 154 KUHAP) 

4) Pe lmelri lksaan dilmulail de lngan melnanyakan i ldelnti ltas telrdakwa (Pasal 155 ayat 

(1) KUHAP) 

5) Pe lmbacaan surat dakwaan (Pasal 155 ayar (2) KUHAP) 44 

 

 

Haki lm pada prilnsi lpnya tildak dapat melmelri lksa dan melngadilli l kelluar daril lilngkup 

yang dildakwakan artilnya hakilm harus me lmelri lksa, melngadillil dan melmutus suatu 

pe lrkara pildana belrdasarkan dellilk yang telrcantum dalam surat dakwaan. Se lorang 

hakilm dalam hal melnjatuhkan pildana kelpada telrdakwa tildak bolelh me lnjatuhkan 

pi ldana telrse lbut kelcualil apabilla delngan se lkurang-kurangnya dua alat buktil yang 

sah, se lhi lngga hakilm melmpe lrolelh kelyaki lnan bahwa suatu tilndak pildana belnar-

be lnar telrjadil dan telrdakwalah yang belrsalah mellakukannya (Pasal 183 KUHAP). 

Alat buktil sah yang dilmaksud adalah: (a). Kelte lrangan Saksil; (b). Keltelrangan 

Ahli l; (c). Surat; (d). Peltunjuk; (el). Kelte lrangan telrdakwa atau hal yang selcara 

umum sudah dilke ltahuil se lhilngga tildak pelrlu di lbuktilkan (Pasal 184 KUHAP)45 

 

Pasal 185 ayat (2) KUHAP me lnyelbutkan bahwa keltelrangan selorang saksi l saja 

tildak cukup untuk melmbuktilkan bahwa telrdakwa belrsalah telrhadap pelrbuatan 

yang dildakwakan kelpadanya, seldangkan dalam Ayat 3 dilkatakan kelte lntuan 

 
44 Ibid. hlm. 19 
45 Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, 2016. hlm. 
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telrse lbut tildak belrlaku apabilla dilse lrtail delngan suatu alat buktil yang sah lailnnya 

(unus te lstils nullus te lstils).46 

 

Haki lm dalam melngadillil pe llaku tilndak pi ldana harus mellaluil prose ls pe lnyajilan 

ke lbelnaran dan keladi llan dalam suatu putusan pe lngadillan se lbagail rangkailan prose ls 

pe lnelgakan hukum, maka dapat dilpe lrgunakan teloril ke lbe lnaran. Putusan pelngadi llan 

di ltuntut untuk melmelnuhi l telori l pelmbuktilan, yailtu salilng be lrhubungan antara buktil 

yang satu delngan bukti l yang lailn, mi lsalnya, antara kelte lrangan saksil yang satu 

de lngan kelte lrangan saksil yang lailn atau sali lng be lrhubungan antara keltelrangan 

saksi l de lngan alat buktil lailn (Pasal 184 KUHAP).47 

 

Pe lne lgakan hukum pildana dillaksanakan dalam kelrangka silste lm pelradillan pildana 

melrupakan suatu jarilngan (neltwork), di l mana pelradillanmelnggunakan hukum 

pi ldana selbagail sarana utamanya, bailk hukum pildana matelrill, hukum pildana formill 

maupun hukum pellaksanaan pildana. Namun de lmilki lan kellelmbagaan substansilal 

i lnil harus di lli lhat dalam kelrangka atau kontelks sosi lal. Si lfatnya yang telrlalu formal 

apabilla dillandasil hanya untuk ke lpe lntilngan ke lpastilan hukum saja akan melmbawa 

be lncana belrupa keltildakadillan.48 Si lste lm pelradi llan pildana pellaksanaan dan 

pe lnyelle lnggaan pelne lgakan hukum pildana mellilbatkan badan-badan yang masilng-

masilng me lmillilki l fungsi l se lndilri l-se lndi lril. Badan-badan telrse lbut yailtu Kelpolilsi lan, 

Ke ljaksaan, Pelngadi llan dan lelmbaga pe lmasyarakatan. Dalam kelrangka kelrja 

si lste lmatilk i lnil ti lndakan badan yang satu akan belrpelngaruh pada badan yang 

 
46 Ibid. hlm. 29. 
47 Eddy O.S. Hiarij, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020, 

hlm. 117. 
48 Oly Viana Agustine, Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan, Rajawali Pers, Depok, 

2019, hlm. 23. 
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lailnnya. Ilnstansi l-ilnstansi l te lrse lbut masilng-masilng me lne ltapkan hukum dalam 

bi ldang dan welwe lnangnya.49  

 

B. Pengertian Skincare 

 

Skilncare l dalam bahasa ilnggri ls yang be lrartil ski ln atau kulilt dan carel me lmillilki l artil 

pe ldulil atau melngurus. Se lcara umum dilke lnal selbagail pelrawatan kulilt. Skilncarel 

adalah rangkailan kelgi latan untuk melndukung kelse lhatan kulilt khususnya pada 

wajah delngan melnggunakan produk-produk te lrtelntu. Wajah melrupakan salah satu 

hal yang pelntilng untuk di ljaga untuk belrpe lnampillan. Karelna, wajah adalah salah 

satu bagilan yang melnjadil pusat pe lrhatilan. Pe lnggunaan jelnils ski lncare l yang selsuai l 

de lngan kelbutuhan dapat melmbuat kulilt wajah melnjadil se lhat. 

Skilncare l yailtu rangkailan produk yang dapat kilta gunakan untuk melrawat 

ke lbelrsi lhan dan kelse lhatan kulilt. Elfelk i lnstan atau langsung daril pelnggunaan 

ski lncarel ti ldak dapat telrlilhat, skilncare l akan dapat telrlilhat hasillnya se ltellah 

pe lmakailan yang rutiln, ti ldak langsung, dan dapat dilkatakan skilncarel me lrupakan 

i lnvelstasi l ke lse lhatan kulilt untuk masa de lpan.50 Ski lncare l adalah kelgilatan yang 

di llakukan untuk melrawat atau melmpe lrbai lkil kondi lsi l kulilt wajah. Skilncare l dapat 

di llakukan delngan melnggunakan belrbagail dukungan selpelrti l produk-produk yang 

melmi llilki l kandungan yang dapat dilse lsuai l de lngan kelbutuhan kulilt wajah. 

 
49 Erna Dewi, Firganefi, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, 

hlm.5. 
50 Oktaviyanti, Ika Kustiyah, and Sukses Hadi. Op.Cit. hlm 21 
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Be lbelrapa jelnils produk ski lncarel yang umum dilgunakan untuk melrawat selrta 

melmbe lrsi lhkan kulilt wajah :51 

1. Clelanse lr  

Clelanse lr be lrtujuan untuk melngangkat de lbu, mi lnyak dan kotoran yang 

melne lmpell di l wajah yang dapat melnyumbat poril-pori l. Me lmbelrsi lhkan wajah 

dapat melnggunakan krilm/susu/milnyak maupun milcelllar watelr ataupun 

de lngan sabun khusus wajah (facilal wash) yang se lsuai l de lngan jelnils kuli lt 

maupun masalah kulilt yang dilhadapil. 

2. Tone lr  

Pe lnye lgar atau tonelr bi lasa di lgunakan se lte llah sabun cuci l muka kelgunaan tonelr 

i lnil untuk me lnye lgarkan kulilt, juga untuk me lnutup kelmbalil pori l-pori l wajah 

yang telrbuka pada saat wajah seldang di lbelrsi lhkan.  

3. E lxfolilator (Scrubbi lng/Pele llilng)  

Pe lnge llupasan atau elxfolilator adalah untuk melngangkat sell-se ll kulilt matil dan 

tumpukan milnyak yang belrada dil pe lrmukaan kulilt wajah. Kelgilatan 

pe lngellupasan atau elxfolilator i lni l dapat melrelmajakan kulilt (relgelne lrasi l), 

melnye lgarkan kulilt dan juga melmbantu mellancarkan pelre ldaran darah. 

Me lski lpun belgi ltu, elxfolilator i lnil belrsi lfat opsilonal dan dapat dillakukan 

melnggunakan facilal scrub atau pele llilng ge ll. 

4. Mask (maski lng)  

Maske lr dapat dilgunakan untuk melngelncangkan se lrta melmbelri l nutrilsi l te lrhadap 

kulilt dan juga me lrupakan bagilan daril ski lncarel be lrkala yang di lbuat daril 

be lragam macam bahan delngan kellelbi lhannya masilng-masilng. Je lni ls-jelni ls 

maskelr i lni l telrgantung pada pelrmasalahan kulilt yang se ldang dilhadapil. 

5. Moi lsturi lze lr (moi lsturi lzi lng)  

Moi lsturi lze lr atau pellelmbap di lgunakan untuk melnjaga kellelmbapan kulilt se lrta 

melli lndungil kuli lt daril pe lngaruh si lnar buruk mataharil, udara di lngi ln, polusi l 

lilngkungan, dan lailn-lailn. Te lrdapat 2 (dua) macam bahan dasar pellelmbap, 

yailtu milnyak dan ailr. 

6. Sunscre le ln (Protelctilng)  

Kuli lt wajah wajilb di llilndungi l daril be lrbagail jelni ls si lnar ultravilolelt yang 

di lakilbatkan olelh paparan silnar matahari l. Tabilr surya (sunscre le ln) dapat 

melli lndungil kuli lt dari l paparan silnar ultravilole lt. Harus di l pasti lkanm bahwa 

sunscre le ln yang di lpi llilh me lncakup pelrlilndungan telrhadap si lnar Ultravilolelt A 

(UVA) dan Ultravilolelt B (UVB) de lngan SPF (Sun Prote lctilon Factor, untuk 

pe lrlilndungan silnar UVB) milni lmal 15 dan PA (Protelctilon Grade l of UVA, 

untuk pelrli lndungan silnar UVA) +++. 

 

 

Bahan aktilf yang telrdapat dildalam skilncare l be lrmacam-macam dan dapat 

melrupakan gabungan antara belbe lrapa bahan aktilf yang di lse lsuai lkan daril fungsi l 

 
51 Ibid,. hlm 22-23 
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produk i ltu se lndilri l. Namun, ada belbelrapa bahan aktilf yang melmi llilki l e lfelk sampi lng 

yang melmbahayakan kelse lhatan kulilt dalam jangka panjang.52 

1. Parabeln  

Se lki ltar 75 hilngga 90 pelrse ln kosme ltilk melngandung parabeln (bi lasanya pada 

tilngkat yang sangat relndah). Parabeln de lngan mudah melnelmbus kuli lt dan 

di lduga melngganggu fungsil hormon, melnye lbabkan pelnilngkatan pelnuaan kulilt 

dan kelrusakan DNA. Te llah dilte lliltil habwa wani lta tellah telrpapar 50 mg pelr haril 

parabeln daril kosme ltilk.  

2. Me lrkuri l  

Skilncare l yang melngandung me lrkuri l dapat dilse lrap si lstelmi lk dan 

melngaki lbatkan toksilsi ltas akut atau kroni ls. Toksilsi ltas melrkuri l akut dapat 

be lrmanilfelstasi l se lbagail pnelumonilti ls atau gastroelnte lrilti ls, se ldangkan toksilsi ltas 

melrkuri l kronils be lrmanilfelstasi l se lbagail silndrom nelfrotilk dan geljala nelurotoksi lk 

se lpe lrtil ne luropatil pelri lfelr, tre lmor, dan kelhillangan melmoril.  

3. Hydroqui lnone l  

Hydroqui lnone l adalah ageln pe lncelrah kuli lt te lrbanyak yang dilpakail di l Ame lrilka 

Se lri lkat, melski lpun kontrovelrsi lal. De lngan aplilkasi l be lrke lpanjangan dan pada 

dosi ls di latas 5%, hildrokui lnon dapat melnye lbabkan ochronosils e lksoge ln yang 

di ltandail de lngan pilgme lntasil progrelsi lf yang pe lrmaneln.  

4. BHA dan BHT  

BHA (butylateld hydroxyl anilsolel) dan BHT (butylateld hydroxyl toluelna) 

adalah bahan kilmila si lnteltilk yang dilgunakan selbagail pelngawe lt dalam 

pe llelmbab dan lilpsti lck. Bahan ilni l dapat me lnyelbabkan re laksil ale lrgil pada kuli lt. 

BHA te llah di lklasilfi lkasilkan se lbagail bahan yang mungkiln karsi lnoge ln bagi l 

manusila dan dapat belrtilndak se lbagail promotor tumor dalam siltuasi l telrtelntu.53 

 

C. Tindak Pidana Peredaran Skincare yang Berbahaya 

 

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana 

 

Tilndak pi ldana melrupakan pelnge lrtilan dasar dalam hukum pildana. Tilndak pildana 

melrupakan suatu pelngelrti lan yurildils, lai ln halnya delngan i lstillah pelrbuatan jahat 

atau keljahatan. Se lcara yurildils formal, ti lndak ke ljahatan melrupakan belntuk ti lngkah 

laku yang mellanggar undang-undang pildana. Selti lap pelrbuatan yang dillarang olelh 

undang-undang harus dilhi lndaril dan barang silapa mellanggarnya maka akan 

 
52 Retnoُ Haryanti.ُ 2018.ُ “Tinjauan Bahan Berbahaya Dalam Krim Pencerah Kulit”.ُ Jurnalُ

Farmaka, Vol. 16, No. 2. 
53 Oktaviyanti, Ika Kustiyah, and Sukses Hadi. Op.Cit. hlm 30-32. 
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di lkelnakan pildana. Jadil larangan-larangan dan kelwaji lban-kelwajilban telrtelntu yang 

harus di ltaatil ole lh se ltilap warga ne lgara wajilb di lcantumkan dalam undang-undang 

maupun pelraturan pelme lrilntah.54  

Tilndak pi ldana adalah kellakuan manusila yang di lrumuskan dalam undang-undang, 

mellawan hukum, yang patut dilpi ldana dan di llakukan delngan ke lsalahan. Orang 

yang mellakukan pelrbuatan pildana akan melmpelrtanggung jawabkan pelrbuatan 

de lngan pildana apabilla ila melmpunyail kelsalahan, selse lorang melmpunyail ke lsalahan 

apabilla pada waktu mellakukan pelrbuatan di llilhat daril se lgi l masyarakat melnunjukan 

pandangan normatilf melngelnai l kelsalahan yang dillakukan.55 

 

Tilndak pildana melrupakan pelrbuatan yang dillarang olelh suatu aturan hukum, 

larangan mana dilse lrtail ancaman (sanksil) yang belrupa pildana telrtelntu bagil yang 

mellanggarnya. Telrdapat tilga hal yang dilpe lrhatilkan: 

a. Pe lrbuatan pildana adalah pelrbuatan olelh suatu aturan hukum dillarang dan 

di lancam pildana. 

b. Larangan diltujukan kelpada pelrbuatan (yailtu suatu keladaan atau keljadilan yang 

di ltilmbulkan olelh ke llakuan orang), seldangkan ancaman pildana diltujukan 

ke lpada orang yang melni lmbulkan keljadilan i ltu. 

c. Antara larangan dan ancaman pildana ada hubungan yang elrat, karelna antara 

ke ljadilan dan orang yang melni lmbulkan ke ljadilan iltu ada hubungan elrat pula. 

Ke ljadilan tildak dapat dillarang jilka yang me lnilmbulkan bukan orang, dan orang 

tildak dapat dilancam pildana jilka tildak karelna keljadilan yang dilti lmbulkannya.56 

 

 

Tilngkah laku yang jahat ilmmoral dan antil sosi lal akan me lnilmbulkan relaksi l be lrupa 

ke ljelngke llan dan kelmarahan dil kalangan masyarakat dan jellas akan melrugilkan 

masyarakat umum. Melngi lngat kondilsi l te lrse lbut maka seltilap warga masyarakat 

ke lse lluruhan selcara kelse lluruhan, belrsama-sama delngan lelmbaga-lelmbaga relsmil 

 
54 Elya Kusuma Dewi dkk. Pengantar Dasar-Dasar Hukum Pidana. Raja Grafindo Persada, 

Depok, 2018, hlm. 19. 
55 Wahyu Widodo, Kriminologi dan Hukum Pidana, USP, Semarang, 2015, hlm. 37. 
56 Ishaq. Hukum Pidana. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020. hlm. 55. 
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yang belrwe lnang se lpelrti l kelpoli lsi lan, ke ljaksaan, pelngadillan, lelmbaga 

pe lmasyarakatan dan lailn-lailn wajilb melnanggulangil seltilap tilndak keljahatan atau 

kri lmilnal. Selti lap keljahatan yang dillakukan se lse lorang akan melni lmbulkan suatu 

akilbat yaknil pe llanggaran telrhadap kelte ltapan hukum dan pelraturan pelmelri lntah.57 

 

Tilndak pildana melrupakan pelrbuatan yang dillarang olelh suatu aturan hukum, 

larangan mana dilse lrtail ancaman (sanksil) yang belrupa pildana telrtelntu bagil barang 

si lapa yang mellanggar larangan telrse lbut”.ُ Untukُ melnge ltahuil adanya tilndak 

pi ldana, maka pada umumnya dilrumuskan dalam pelraturan pelrundang-undangan 

pi ldana telntang pelrbuatan-pelrbuatan yang di llarang dan dilse lrtail delngan sanksi l. 

Dalam rumusan telrse lbut di ltelntukan belbe lrapa unsur atau syarat yang melnjadil ci lril 

atau silfat khas daril larangan tadil se lhilngga delngan jellas dapat dilbe ldakan daril 

pe lrbuatan lailn yang tildak di llarang. Pelrbuatan pildana melnunjuk kelpada si lfat 

pe lrbuatannya saja, yailtu dapat dillarang delngan ancaman pildana kalau dillanggar. 58 

 

Unsur-unsur ti lndak pi ldana (strafbaar felilt) adalah: 

a. Pe lrbuatan manusila (posi ltilf atau ne lgatilve l, belrbuat atau ti ldak belrbuat atau 

me lmbi larkan). 

b. Di lancam delngan pildana (statbaar gelste lld) 

c. Me llawan hukum (onrelchtmatilg) 

d. Di llakukan delngan kelsalahan (melt schuld iln velrband staand) 

e. Ole lh orang yang mampu belrtanggung jawab (toelre lkelni lngsvatoaar pelrson) 59 

 

Telrdapat unsur obyelkti lf dan unsur subye lktilf daril tilndak pildana (strafbaar feli lt). 

Unsur Obye lkti lf telrdilri l daril: pelrbuatan orang, akilbat yang kellilhatan daril pelrbuatan 

i ltu dan mungkiln ada keladaan telrtelntu yang melnye lrtail pelrbuatan iltu se lpelrti l dalam 

Pasal 281 KUHP si lfatُ“ope lnbaar” atau “di lmuka umum”. Unsur subye lkti lf: orang 

 
57 Nikmah Rosidah, Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia. Penerbit Pustaka Magister, 

Semarang. 2014 hlm.5. 
58 Zuleha. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 82 
59 Ibid. hlm. 83 
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yang mampu belrtanggung jawab, adanya ke lsalahan (dollus atau culpa). Pelrbuatan 

harus di llakukan delngan kelsalahan. Adanya kelsalahan dapat belrhubungan de lngan 

akilbat daril pe lrbuatan atau delngan keladaan mana pelrbuatan iltu dillakukan.60 

 

Suatu tilndak pildana yang telrdapat dalam Ki ltab Undang-Undang Hukum Pildana 

pada umumnya melmilli lkil dua unsur yakni l unsur subjelkti lf yailtu unsur yang 

melle lkat pada dilril si l pe llaku dan unsur obje lktilf yailtu unsur yang ada hubungannya 

de lngan keladaan-keladaan.61 Unsur-unsur pe lrbuatan pildana adalah adanya 

pe lrbuatan (manusila), yang melme lnuhil rumusan dalam undang-undang (syarat 

formill) dan belrsi lfat mellawan hukum (syarat matelri lill). Unsur-unsur ti lndak pildana: 

1) Ke llakuan dan akilbat 

2) Hal ilkhwal atau keladaan telrtelntu yang melnye lrtail pelrbuatan, yang dilbagi l : 

a. Unsur subye lkti lf atau prilbadil, yailtu melnge lnail dilri l orang yang mellakukan 

pe lrbuatan, milsalnya unsur pelgawail ne lgelri l yang dilpe lrlukan dalam dellilk 

jabatan selpe lrtil dalam pelrkara tilndak pildana korupsi l.  

b. Unsur obye lkti lf atau non prilbadi l, yailtu me lngelnai l keladaan dil luar si l 

pe lmbuat, milsalnya Pasal 160 KUHP telntang pelnghasutan dil muka umum 

(supaya mellakukan pelrbuatan pildana atau mellakukan kelke lrasan telrhadap 

pe lnguasa umum). Apabilla pelnghasutan tildak dillakukan dil muka umum 

maka tildak mungkiln di ltelrapkan pasal ilni l

62 

 

Pe lntilngnya pe lmahaman telrhadap pe lngelrtilan unsur-unsur ti lndak pildana. Se lkalilpun 

pe lrmasalahan telntang “pelngelrti lan”ُ unsur-unsur ti lndak pi ldana belrsi lfat telori ltils, 

teltapil dalam praktelk hal ilni l sangat pelnti lng dan melne lntukan bagil ke lbelrhasi llan 

pe lmbuktilan pelrkara pi ldana. Pe lngelrtilan unsur-unsur ti lndak pi ldana dapat dilke ltahuil 

daril doktriln (pe lndapat ahlil) atau daril yuri lsprude lnsi l yan melmbe lrilkan pelnafsi lran 

telrhadap rumusan undang-undang yang se lmula tildak jellas atau telrjadil pelrubahan 

 
60 Koesparmono Irsan dan Armansyah. Panduan Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan 

Hukum Pidana. Gramata. Bekasi, 2016, hlm. 87.  
61 Ismu Gunadi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana Prenadamedia Group, 

Jakarta, 2014. hlm. 26. 
62 P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, 

Jakarta. 2013. hlm. 32.  



 
 

39 

makna karelna pe lrkelmbangan jaman, akan dilbe lri lkan pelnge lrtilan dan pelnjellasan 

se lhi lngga melmudahkan aparat pelnelgak hukum melne lrapkan pelraturan hukum.  

 

Hukum pi ldana selbagail salah satu bagi lan ilndelpe lnde ln daril hukum publilk 

melrupakan salah satu ilnstrumeln hukum yang sangat urgeln elksi lste lnsi lnya se ljak 

zaman dahulu. Hukum ilni l diltilli lk sangat pe lntilng elksi lste lnsi lnya dalam melnjamiln 

ke lamanan masyarakat daril ancaman tilndak pi ldana, melnjaga stabilli ltas nelgara dan 

(bahkan) melrupakan lelmbaga moral yang be lrpelran melre lhabilliltasi l pellaku pildana. 

Hukum pi ldana melrupakan suatu si lstelm norma-norma yang melne lntukan telrhadap 

tilndakan-tilndakan yang mana (hal mellakukan selsuatu atau tildak mellakukan 

se lsuatu dil mana telrdapat suatu kelharusan untuk mellakukan selsuatu) dan dalam 

ke ladaan-keladaan bagailmana hukum iltu dapat diljatuhkan, selrta hukuman yang 

bagailmana yang dapat diljatuhkan bagil tilndakan-tilndakan telrse lbut.63 

 

Pe lnjellasan dil atas melnunjukkan bahwa hukum melnelntukan bagailmana dan dalam 

hal apa pellaku pellanggaran telrselbut di lpe lrtanggungjawabkan, selrta kelte lntuan-

ke ltelntuan melngelnai l hak dan cara pelnyildi lkan, pelnuntutan, pelnjatuhan pildana dan 

pe llaksanaan pildana delmil telgaknya hukum yang belrtilti lk belrat kelpada keladillan. 

Pe lrumusan ilni l melncakup juga hukum (pildana) adat, selrta belrtujuan melngadakan 

ke lse lilmbangan dil antara pellbagail kelpe lntilngan atau keladillan. 

 

Pi ldana melmillilki l pe lngelrti lan pelrbuatan yang di llakukan seltilap orang/subjelk hukum 

yang belrupa ke lsalahan dan belrsi lfat mellanggar hukum ataupun tildak se lsuail de lngan 

pe lrundang-undangan. Se ldangkan Tilndak pi ldana adalah pelrbuatan mellakukan atau 

tildak mellakukan selsuatu yang olelh pelraturan pelrundang-undangan dilnyatakan 

 
63 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 7.  
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se lbagail pe lrbuatan yang dillarang dan dilancam delngan pildana, untuk dilnyatakan 

se lbagail ti lndak pildana, se llailn pe lrbuatan telrse lbut di llarang dan dilancam pildana olelh 

pe lraturan pelrundang-undangan, harus juga belrsi lfat mellawan hukum atau 

be lrtelntangan delngan kelsadaran hukum masyarakat. Seltilap tilndak pildana sellalu 

di lpandang belrsi lfat mellawan hukum, kelcualil ada alasan pelmbelnar. 

 

Pe llaku tilndak pi ldana iltu adalah selse lorang yang mellakukan tilndak pildana yang 

be lrsangkutan, dalam artil orang yang de lngan suatu ke lse lngajaan atau suatu yang 

tildak dilse lngajakan selpelrti l yang dilsyaratkan olelh undang-undang tellah 

melni lmbulkan akilbat yang tildak di llarang atau tilndakan yang dilwajilbkan olelh 

undang-undang. Delngan kata lailn pellaku tilndak pildana adalah orang yang 

melme lnuhil se lmua unsur-unsur suatu delli lk se lpe lrtil yang tellah diltelntukan dalam 

undang-undang bailk i ltu melrupakan unsur-unsur subje lkti lf ataupun unsur-unsur 

objelkti lf, tanpa melmandang apakah kelputusan untuk me llakukan tilndakan pildana 

telrse lbut tilmbul daril di lrilnya atau tilmbul kare lna dilge lrakkan olelh pi lhak keltilga. 

 

2. Peredaran Skincare Berbahaya 

Pe lre ldaran skilncarel adalah selrangkailan ke lgilatan yang belrtujuan melnjual, 

melnye lbar luaskan skilncare l. Jadil yang be lrhak mellakukan pelnjualan skilncarel 

hanyalah orang-orang yang tellah melmilli lkil i lziln dan bagi l melre lka yang 

melnge ldarkan skilncare l i lllelgal se lcara onlilne l tanpa adanya ilzi ln be lrdasarkan Pasal 

197 UU No. 36 Tahun 2009 telntang Ke lse lhatan, dilnyatakan tellah mellakukan 

tilndak pildana ancamanya belrupa pildana de lngan pildana pelnjara palilng lama yailtu 
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15 (lilma be llas) tahun selrta delnda palilng banyak Rp1.500.000.000,00 (Satu millilar 

lilma ratus juta Rupilah).64 

Faktor-faktor yang melmpe lngaruhil pelre ldaran skilncarel palsu ilni l sangat belragam 

yang pe lrtama, selbagail faktor utama adalah faktor e lkonomil atau keli lngilnan pe llaku 

dalam melmalsukan kosmeltilk agar melndapatkan keluntungan yang selbanyak 

mungkiln, se lbab ski lncare l asli l harganya jauh le lbilh mahal. Faktor lailn adalah 

kurangnya pelngawasan te lrhadap barang yang masuk ke l wi llayah Ilndone lsi la, 

khususnya pada pilntu masuk se lpelrti l pellabuhan atau bandara. Selbagilan barang 

palsu yang be lreldar juga di lproduksi l di l luar wi llayah Ilndone lsi la. Mi lni lmnya 

pe lngeltahuan masyarakat dalam melmbeldakan mana skilncare l aslil de lngan palsu 

melmbuat pelre ldaran barang ilni l selri lng telrjadil karelna pada umumnya masyarakat 

hanya telrtarilk pada harga yang murah. Faktor se llanjutnya adalah bahan dasar daril 

pe lmbuatan skilncarel yang mudah untuk dildapatkan dil pasaran.  

Tildak se ldi lki lt pellaku usaha me lnjual ski lncare l yang me lngandung bahan belrbahaya 

untuk melncaril ke luntungan selbe lsar-belsarnya dan melncaril pe lnghasi llan agar 

melncukupi l kelbutuhannya. Dalam hal melnye lbarluaskan produknya, pellaku usaha 

tildak me lmbelri lkan ilnformasi l yang akurat dan tildak me lmpelrhatilkan ke ltelntuan-

ke ltelnuan yang belrlaku melnge lnail ski lncare l belrbahaya yang melrelka jual-bellilkan. 

Se lri lng kalil skilncare l yang diljual melngandung bahan-bahan yang belrbahaya.65 

 

 
64 Amri, Fitrah Zaki, R. Mukhlis, and Widia Edorita. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku 

Penjualan Kosmetik Illegal Secara Online Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan 

(BPOM) Pekanbaru." Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol.7 Nomor.2 

Tahun 2020. hlm 3  
65 Ahmad, Desiana, and Mutia Cherawaty Thalib. "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha 

Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar." Jurnal Legalitas Vol. 12. No. 2 

Tahun 2019. hlm 111 
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Pe llaku usaha pelre ldar ski lncarel be lrbahaya di lcancam delngan Pasal 197 jo.106 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 te lntang Kelse lhatan yang melngatur bahwa 

se ltilap orang yang delngan se lngaja melmproduksi l atau melnge ldarkan seldi laan 

farmasil dan/atau alat kelse lhatan yang ti ldak melmi llilki l ilziln e ldar selbagailmana 

di lmaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dilpi ldana delngan pi ldana pelnjara palilng lama 

15 (lilmabellas) tahun dan delnda palilng banyak Rp. 1.500.000.000 (satu millilar lilma 

ratus juta rupilah). 

 

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana 

 

 

Ke lbe lradaan hukum diltelngah-telngah masyarakat melmang tildak belrdilri l selndi lri l, 

artilnya yailtu hukum melmillilki l hubungan yang elrat delngan kelhildupan masyarakat. 

Hukum se lri lng dilse lbut se lbagail geljala sosi lal, dilmana ada masyarakat dilsi ltu ada 

hukum. Ke lbelradaan hukum melrupakan suatu kelbutuhan masyarakat, bailk 

ke lbutuhan selcara ilndilvi ldual maupun dalam belri lntraksil de lngan orang lailn dalam 

pe lrgaulannya. Hukum bahkan dilbutuhkan dalam pelrgaulan yang selde lrhana 

sampail pe lrgaulan yang luas antar bangsa, karelna hukumlah yang melnjadil 

landasan aturan pelrmailnan dalam tata kelhi ldupan.66 

 

Pe lne lgakan hukum adalah kelgi latan melnye lrasilkan hubungan nillail-nillail yang 

telrjabarkan dil dalam kaeldah-kaeldah yang mantap dan melnge ljawanta dan silkap 

tilndak se lbagail rangkai lan pelnjabaran ni llail tahap akhilr untuk melnci lptkan, 

melme llilhara, dan melmpe lrtahankan keldamailan pelrgaulan hildup.67Be lrbagail upaya 

hukum yang harus di lbe lri lkan olelh aparat pe lnelgak hukum untuk me lmbelri lkan rasa 

 
66 Hasim Purba. Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum. Cahaya Ilmu, Medan, 2006. hlm 2. 
67 Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 297. 



 
 

43 

aman, bailk se lcara pilkilran maupun filsi lk daril gangguan dan be lrbagail ancaman daril 

pi lhak manapun. 

Pe lne lgakan hukum bukan selmata-mata pe llaksanaan pelrundang-undangan saja, 

namun telrdapat juga faktor-faktor yang me lmpelngaruh pelne lgakan hukum telrse lbut, 

yailtu se lbagail be lrilkut: 

1. Faktor Pe lrundang-undangan (Substansi l hukum)  

Praktelk me lnyelle lnggaraan pelne lgakan hukum di l lapangan se lrilngkalil te lrjadil 

pe lrtelntangan antara kelpastilan hukum dan keladi llan. Hal ilni l di lkarelnakan 

konse lpsi l keladi llan melrupakan suatu rumusan yang belrsi lfat abstrak seldangkan 

ke lpastilan hukum melrupakan proseldur yang tellah diltelntukan selcara normatilf. 

Ole lh karelna iltu suatu tilndakan atau ke lbiljakan yang tildak se lpelnuhnya 

be lrdasarkan hukum melrupakan suatu yang dapat dilbelnarkan selpanjang 

ke lbiljakan atau tilndakan iltu tildak be lrtelntangan delngan hukum.  

2. Faktor pelne lgak hukum  

Salah satu kuncil daril ke lbe lrhasillan dalam pe lnelgakan hukum adalah melntaliltas 

atau kelpri lbadilan daril pelne lgak hukumnya se lndi lril. Dalam kelrangka pelne lgakan 

hukum dan ilmplelmelntasi l pelnelgakan hukum bahwa pelne lgakan keladillan tanpa 

ke lbelnaran adalah suatu kelbe ljatan. Pelne lgakan kelbe lnaran tanpa keljujuran 

adalah suatu kelmunafilkan. Dalam rangka pelne lgakan hukum olelh se ltilap 

lelmbaga pelne lgak hukum, keladillan dan ke lbelnaran harus di lnyatakan, telrasa, 

telrli lhat dan dilaktualilsasi lkan. 

3. Faktor sarana dan fasilliltas  

Sarana dan fasilliltas yang melndukung me lncakup telnaga manusila yang 

be lrpelndi ldi lkan dan telrampill, organilsasi l yang bailk, pe lralatan yang melmadail, 

ke luangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasi lliltas yang me lmadail, pe lne lgakan 

hukum tildak dapat belrjalan delngan lancar dan pelne lgak hukum tildak mungkiln 

melnjalankan pelranan selme lstilnya. 

4. Faktor masyarakat  

Masyarakat melmpunyail pelngaruh yang kuat telrhadap pellaksanaan pelne lgakan 

hukum, selbab pelne lgakan hukum belrasal daril masyarakat dan belrtujuan untuk 

melncapail dalam masyarakat. Selmakiln tilnggi l kelsadaran hukum masyarakat 

maka akan se lmakiln melmungkilnkan pe lne lgakan hukum yang bailk. Se lmakiln 

re lndah tilngkat kelsadaran hukum masyarakat, maka akan selmakiln sukar untuk 

mellaksanakan pelne lgakan hukum yang bailk. 

5. Faktor Ke lbudayaan 

Ke lbudayaan Ilndone lsi la melrupakan dasar daril belrlakunya hukum adat. 

Be lrlakunya hukum telrtulils (pe lrundang-undangan) harus melncelrmi lnkan nillail-

ni llail yang melnjadil dasar hukum adat. Apabilla pelraturan-pelraturan pelrundang-

undangan tildak se lsuail atau belrtelntangan delngan ke lbudayaan masyarakat, 

maka akan selmakiln sukar untuk mellaksanakan dan melne lgakkan pelraturan 

hukum.68 
 

68 Soerjono Soekanto. Op.Cit. hlm.8-11 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Pe lnde lkatan masalah dalam pelne lliltilan i lnil me lnggunakan pelndelkatan yurildi ls 

normatilf dan pelnde lkatan yurildi ls e lmpilri ls. Me llaluil pelnde lkatan yurildils normatilf, 

pe lnelli ltilan ilni l akan melngkajil pe lraturan yang ada, yang belrkailtan delngan topilk 

yang dilbahas. Se llanjutnya mellaluil pelnde lkatan elmpilri ls, pe lne lliltilan i lnil di llakukan 

de lngan wawancara kelpada para narasumbelr pe lnelli ltilan untuk melmpe lrolelh data 

dan ilnformasi l telrkailt delngan pe lrmasalahan yang dilbahas.  

 

B. Sumber dan Jenis Data 

Be lrdasarkan sumbelrnya, data telrdi lri l dari l data lapangan dan data kelpustakaan. 

Data lapangan adalah yang dilpe lrolelh daril lapangan pelnelli ltilan, selmelntara iltu data 

ke lpustakaan adalah data yang dilpe lrolelh daril be lrbagail sumbelr ke lpustakaan. Jelni ls 

data melli lputil data prilme lr dan data selkunde lr. 69  

 

Data yang dilgunakan dalam pelne lliltilan se lbagail be lrilkut: 

1.   Data Prilme lr 

      Data Prilme lr melrupakan data yang di lpelrole lh daril sumbe lr pelrtama. Selcara 

langsung daril hasi ll pe lnilli ltilan di llapangan, bailk me llaluil pe lngamatan dan 

 
69 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2021, hlm. 65. 
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wawancara delngan para relsponde ln, yai ltu pilhak-pilhak yang belrhubungan 

langsung delngan masalah pelnulilsan skri lpsi l ilni l.70 

2.   Data Selkunde lr  

Data selkundelr adalah data yang dilpe lrolelh mellaluil studi l kelpustakaan (lilbrary 

re lse larch), delngan cara melmbaca, melnellaah dan melngutilp telrhadap belrbagail 

telori l, asas dan pelraturan yang belrhubungan delngan pelrmasalahan dalam 

pe lnelli ltilan. Data selkundelr yang di lgunakan dalam pelne llilti lan ilni l adalah:  

a. Bahan Hukum Prilme lr, telrdi lril daril: 

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 

Tahun 1958 telntang Kiltab Undang-Undang Hukum Pi ldana 

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telntang Kiltab Undang-Undang 

Hukum Acara Pildana. 

3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telntang Ke lpolilsi lan Ne lgara 

Re lpublilk Ilndone lsi la 

4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 telntang Kelse lhatan.  

5) Pe lraturan Melntelri l Ke lse lhatan Relpublilk Ilndone lsi la Nomor 

1176/Me lnkels/Pe lr/VIlIlIl/2010 telntang Notilfi lkasil Kosme lti lk 

6) Pe lraturan Pelmelri lntah Nomor 92 Tahun 2015 telntang Pe lrubahan Keldua 

Atas Pe lraturan Pelme lrilntah Nomor 27 Tahun 1983 telntang Peldoman 

Pe llaksanaan Kiltab Undang-Undang Hukum Acara Pildana 

7) Putusan Pe lngadi llan Nelge lril Tanjung Karang Nomor: 

418/Pi ld.Sus/2023/PN.Tjk 

 

 
70 Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 30. 
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b. Bahan Hukum Selkunde lr 

Bahan hukum se lkundelr dalam pe lnellilti lan be lrsumbe lr daril be lrbagail buku 

atau lilte lratur hukum yang selsuai l delngan pokok pe lmbahasan.  

c. Bahan Hukum Telrsi lelr 

Bahan hukum telrsi le lr dalam pelnelli ltilan be lrsumbe lr daril bahan-bahan hukum 

pe lnunjang lailn se lpe lrtil kamus, jurnal pelne lli ltilan dan sumbelr i lntelrnelt.  

 

 

C. Penentuan Narasumber  

Pe lne lliltilan ilni l melmbutuhkan narasumbe lr selbagail sumbe lr ilnformasi l untuk 

mellakukan kajilan dan melnganalilsi ls data se lsuai l de lngan pe lrmasalahan. Adapun 

narasumbelr dalam pelne lliltilan i lnil adalah: 

1. Pe lnyi ldilk Bagi lan Dilre ltkrilmsus Ke lpoli lsi lan Dae lrah Lampung        :  1 orang   

2. Haki lm Pelngadi llan Nelgelri l Ke llas IlA Tanjung Karang               : 1 orang  

3. Dose ln Bagi lan Hukum Pildana Fakultas Hukum Uni lla               : 1 orang + 

Jumlah                      : 3 orang  

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

1. Prosedur Pengumpulan Data  

Pe lngumpulan data dillakukan delngan prose ldur studil ke lpustakaan dan studil 

lapangan selbagail be lri lkut: 

a. Studi l Ke lpustakaan  

Studi l kelpustakaan adalah proseldur yang dillakukan delngan selrangkailan 

ke lgilatan selpe lrtil melmbaca, melne llaah dan melnguti lp daril buku-buku lilte lratur 
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se lrta mellakukan pelngkajilan telrhadap keltelntuan pelraturan pelrundang-

undangan telrkailt delngan pelrmasalahan.  

b. Studi l Lapangan  

Studi l lapangan adalah proseldur yang di llakukan delngan kelgi latan wawancara 

(i lntelrvi lelw) ke lpada narasumbelr pe lne lliltilan se lbagail usaha me lngumpulkan 

be lrbagail data dan ilnformasil yang di lbutuhkan se lsuai l de lngan pelrmasalahan 

yang dilbahas dalam pelne lliltilan. 

 

 

2. Prosedur Pengolahan Data  

Pe lngolahan data dillakukan untuk melmpelrmudah pelnuli ls dalam  melnganalilsi ls data 

yang tellah dilpelrole lh se lsuail de lngan pelrmasalahan yang diltellilti l. Pe lngolahan data 

di llakukan delngan tahapan selbagail be lri lkut: 

a. Se llelksi l data, adalah kelgilatan pelme lrilksaan untuk me lngeltahuil ke lle lngkapan data 

se llanjutnya data dilpilli lh selsuai l de lngan pelrmasalahan yang diltellilti l dalam 

pe lnelli ltilan ilni l.  

b. Klasi lfilkasi l data, adalah kelgi latan pelne lmpatan data melnurut ke llompok-

ke llompok yang tellah di lteltapkan dalam rangka melmpe lrolelh data yang belnar-

be lnar dilpe lrlukan dan akurat untuk dilanalilsi ls le lbilh lanjut.  

c. Si lste lmatilsasi l data, adalah kelgi latan melnyusun data yang salilng be lrhubungan 

dan melrupakan satu kelsatuan yang bulat dan telrpadu pada subpokok bahasan 

se lhi lngga melmpelrmudah ilntelrpre ltasil data.  

 

E. Analisis Data 

Analilsi ls data melrupakan prosels melngurailkan data dalam belntuk kalilmat yang 

telrsusun se lcara si lstelmatils, je llas dan juga te lrpelri lncil yang ke lmudi lan 
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di lilnte lrpreltasi lkan untuk melmpe lrolelh atau melnari lk suatu kelsi lmpulan. Analilsi ls data 

yang di lpelrgunakan dalam pelne lliltilan i lni l adalah analilsi ls kuali ltatilf dan pelnari lkan 

ke lsi lmpulan dillakukan delngan meltodel i lnduktilf, yai ltu melngurailkan hal-hal yang 

be lrsi lfat khusus lalu melnari lk kelsi lmpulan yang belrsi lfat umum selsuai l delngan 

pe lrmasalahan yang dilbahas dalam pelne lliltilan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

80 

 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

A. Simpulan  

 

Be lrdasarkan hasill pe lnelli ltilan dan pelmbahasan maka dapat dilsi lmpulkan selbagail 

be lrilkut:  

1. Pe lne lgakan hukum pildana telrhadap pellaku ti lndak pi ldana pelre ldaran bahan 

ski lncarel yang be lrbahaya dillaksanakan olelh aparat pelne lgak hukum se lsuai l 

de lngan silstelm pelradi llan pildana, yailtu Kelpolilsi lan, Ke ljaksaan dan Pelngadillan. 

Pe lne lgakan hukum olelh Kelpoli lsi lan di llakukan delngan mellakukan 

pe lnyelli ldilki lan dan pe lnyildi lkan se lrta mellilmpahkan telrsangka dan barang buktil 

ke l Keljaksaan. Pelne lgakan hukum ole lh Keljaksaan dillakukan delngan 

pe lnyusunan dakwaaan dan pelnuntutan olelh Jaksa Pe lnuntut Umum. Pelne lgakan 

hukum olelh Pe lngadillan dillaksanakan hakilm de lngan melnjatuhkan pildana 

pe lnjara dan delnda telrhadap pellaku tilndak pi ldana pelre ldaran bahan skilncarel 

yang belrbahaya.  

 

2. Faktor-faktor pelnghambat pelnelgakan hukum pildana telrhadap pellaku tilndak 

pi ldana pelre ldaran bahan skilncarel yang be lrbahaya telrdilri l daril faktor pelne lgak 

hukum, yailtu masilh telrbatasnya aparat pelne lgak hukum dalam melndelte lksi l atau 

melngi lnde lntilfi lkasil adanya tilndak pildana pelre ldaran bahan skilncarel yang 

be lrbahaya yang dillakukan olelh para pe llaku selcara onlilnel. Faktor sarana 

prasarana yailtu kelmajuan meldila komuni lkasil dan i lnformasi l yang se lmakiln 
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modelrn de lwasa i lnil, se lhi lngga pe lreldaran ski lncarel yang me lngandung bahan 

be lrbahaya dillakukan se lcara onlilne l. Faktor masyarakat yailtu relndahnya 

pe lngeltahuan kaum wanilta telrhadap dampak nelgatilf pelnggunaan skilncarel yang 

melngandung bahan belrbahaya telrhadap ke lse lhatan. Faktor budaya yailtu 

telrjadilnya pelrge lse lran nillail-ni llail budaya dalam kelhi ldupan masyarakat, 

khususnya kaum wanilta yang melnganggap bahwa pelnggunaan skilncare l dan 

kosme ltilka melnjadil ke lbutuhan dalam pelnampillan dan pelrgaulan selharil-haril. 

 

B. Saran 

Saran dalam pelnelli ltilan ilni l adalah selbagail be lrilkut: 

1. Di lharapkan pelne lgakan hukum telrhadap pe llaku tilndak pildana pelre ldaran bahan 

ski lncarel yang belrbahaya helndaknya lelbi lh dilopti lmalkan olelh aparat pelne lgak 

hukum, khususnya pada aspe lk pe lnuntutan dan pe lnjatuhan pildana telrhadap 

pe llaku. Hal ilni l pe lntilng di llakukan dalam rangka melmbelri lkan elfelk je lra kelpada 

pe llaku dan selbagail upaya melncelgah agar pelre ldaran bahan skilncarel yang 

be lrbahaya dapat dilmilni lmalilsasi l.  

2. Ke lpada aparat pelne lgak hukum, BPOM dan ilnstansi l telrkailt agar mellakukan 

pe lngawasan telrhadap kelgi latan pellaku usaha dalam melnge ldarkan bahan 

ski lncarel yang be lrbahaya mellaluil meldi la sosi lal. Sellailn i ltu helndaknya 

di llaksanakan dan diltilngkatkan sosi lalilsasi l ke lpada masyarakat telntang dampak 

ne lgatilf bagil ke lse lhatan akilbat pelnggunaan ski lncare l yang melngandung bahan 

be lrbahaya. 
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